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ABSTRAK 

PENGA WASAN KETENAGAKERJAAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) 
PENG AW ASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMA TERA UT ARA 

DALAM IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN PEMERINT AH TENT ANG 
SISTEM PENGUP AHAN MINIMUM DI KABUP A TEN SAMOSIR 

Niogar Sinaga 
niogarsioaga@vahoo.co.id 

Program Pascasarjana Uoiversitas Terbuka 

Motivasi seorang pekerja bekerja di perusahaan adalah mendapatkan upah. Salah satu 
kebijakan pemerintah dalam hal memberi perlindungan terhadap tenaga kerja adalah dengan 
menetapkan kebijakan pengupahan yakni penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK). 
Berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Sumatera Utara Nomor 188.44/775/KPTS/2016 
tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Samosir ditetapkan suatu kebijakan 
pemberian upah bagi pekerja di Kabupaten Samosir sebesar Rp. 2.078.400,-/bulan. Namun 
banyak sekali ditemui adanya permasalahan ketidaksesuaian pembayaran upah oleh para 
pengusaha baik pengusaha mikro, kecil dan menengah dan bahkan para kalangan pengusaha 
besar atau BUMD/Koperasi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengawasan ketenagakerjaan 
dalam impelementasi kebijakan pemerintah tentang system pengupahan minimum di 
Kabupaten Samosir serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan 
pengawasan implementasi kebijakan tersebut serta bagaimana solusi atau cara mengatasinya. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara terhadap responden yang terkait 
dengan ketenagakerjaan khususnya dalam hal pengupahan. 

Berbagai hal berkontribusi dalam lemahnya pemenuhan UMK di Kabupaten Samosir 
yakni nilai UMK yang terlalu tinggi, sehingga sangat sulit dilaksanakan oleb para pengusaha. 
Hal ini disebabkan oleh faktor skill/keahlian pekerja terutama faktor kemampuan 
financial/keuangan perusahaan. Demikian juga pemberdayaan sarana-sarana Hubungan 
Industrial yang kurang maksimal seperti LKS Bipartit di tingkat perusahaan yang belum ada 
sama sekali, pemberdayaan LKS Tripartit yang kurang maksima4 ketiadaan produk hukum 
daerah seperti Perda/Perbup, PP, PKB/PK, secara tertulis dan terdaftar di Dinas 
Ketenagakerjaan dimana pada umumnya perjanjian kerja dibuat masib secara lisan. 

Namun semua hal tersebut dfatas dapat diatasi jika unsur pemerintah yang terdapat 
dalam LKS Tripartit melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sebagai pengkawal kebijakan 
pemerintah bekerja dengan maksimal melalui pembinaan dan pengawasan. Namun 
implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang 
pengaliban kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 
Samosir menjadi kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara merupakan 
salah satu faktor pemicu lemahnya pemenuhan UMK, dimana pasca implementasi tersebut 
pengawasan ketenagakerjaan hanya bisa dilaksanakan oleh pegawai Pengawas 
Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Samosir hanya bisa 
melaksanakan pembinaan. Dengan luasnya wilayah cakupan pengawasan dan terbatasnya 
personiVpengawas SDM menjadi faktor penghambat lemahnya pengawasan ketenagakerjaan 
dalam hal pemenuhan UMK demikian juga halnya keterbatasan sumber daya anggaran. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Samosir untuk masa kerja Tahun 2017 dimana 
merupakan tahun pertama masa transisi pasca pengalihan kewenangan tersebut 

Kata Kunci : Upah Minimum Kabupaten, Kebijakan Pemerintah, Pengawasan Ketenagakerjaan 
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ABSTRACT 

LABOUR INSPECTION BY THE MAN POWER SUPERVISION TECHNICAL 
IMPLEMENTATION UNIT OF NORTH SUMATERA PROVINCE ABOUT THE 

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICIES 
ON MINIMUM WAGES SYSTEM IN SAMOSIR DISTRICT 

Ningar Sinaga 
ningarsinaga@yahoo.co.id 

Graduate Studies Program Open University 

The motivation of workers work in the company is to get wages. One of the 
government's policy of giving protection to labour is to establish a wage policy that is by 
applying district minimum wage. according to Governor's Decree of North Sumatera: 
188.44/775/KPTS/2016, About Samosir Regency Minimum Wage it is Fixed that 
Renumeration Policy for the Workers of Samosir is Rp. 2.078.400,-/month. But, a lot of 
problems have been found for non con formity in payment of wages by employers either 
micro, small and medium enterprises and even by big businessmen or enterprises/cooperatives. 

The purpose of this study analyze the role of labor inspection in the implementation of 
government policy on the minimum wage system in samosir regency and to investigated the 
factors inhibiting the implementation of the policy implementation supervision, as well as, to 
find the solutions or remedies. 

Research methods used in this study is a qualitative research method by collecting data 
through interviews to some respondents related to employment, especially in terms of wages. 

Many things contribute to the lack of fulfillment of the District Minimum Wages 
(DMW) of Samosir, i.e. the valueof DMW is too high that makes it very difficult to be 
implemented by employers. This is due to the skill factor/employe skills and also especially 
due to financial/corporate finance. Likewise, the empowerment among industrial relations is 
far from good such as EMC level, companies that do not exist at all, empowerment LKS 
tripartit less than the maximum, the lack of local regulations such as Perda/Perbup, PP, 
PKB/PK either written or registered in the Employment Agencies. In other words, labor 
agreements are generally still made verbally. 

But all of the above can be overcome if the government element contained in the LKS 
Tripartite performs its duties and its main function as a guardian of the government's policy, 
works with the maximum through the development and controlled implementation. However, 
in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning the Government of the Region, the 
authority of labour inspection under Manpower Agency of Samosir district is transferred under 
authority of Manpower Office of North Surnatera Province, and it has become the main factors 
of trigerring the weakness to fulfill District Minimum Wages of Samosir District. By 
implementing this Law, labor inspection could only be carried out by labor inspector from 
North Sumatera Province while Employment Agencies of Samosir District could only 
implement guidance. The wide area surveillance and the limited scope of personnel/human 
resource supervisor have become the inhibiting factors for the weakness of the labor inspection 
relating to labor minimum wages fulfillment. This study was conducted in Samosir District for 
the period 2017 which was the first year transition period after transfer of the authority. 

Key Words: Minimum Wages District, Government Policy, The Labor Inspection 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. GAMBARAN UMUM 

1. Gambaran Umum UPT Penga\vas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga 
Kerja Provinsi Sumatera Utara 

Unit Pelaksana Teknis (UPD Pengawasan Ketenagakerjaan menjadi 

perpanjangan tangan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara dalam 

melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya seperti pembinaan, 

pelatihan dan penyidikan dalam mengatasi masalah hubungan industrial di 

Propinsi Sumatera Utara yang terdiri atas 33 kabupaten/kota. Karena itu 

UPT berada dibawah kewenangan dan bertanggung jawab secara langsung 

kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara. Dari aspek 

wilayah kerja, selarna ini Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara 

cukup kesulitan menindaklanjuti pelbagai masalah Hubungan Industrial, 

khususnya di dacrah, terlebih jumlah pengawas ketenagakerjaan di Propinsi 

Sumatera Utara berjumlah 86 (delapan puluh enam) orang. 

Adapun pembagian wilayah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan 

adalah sebagai berikut : 

a. UPTD Wilayah I meliputi Kola Medan 

b. UPTD Wilayah II meliputi Kabupaten Deli Serdang; 

c. UPTD Wilayah III meliputi Kola Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang 

Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai 

d. UPTD Wilayah IV meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Utara, 

Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Ulara 
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e. UPTD Wilayah V meliputi Kota Pematang Siantar, Kabupaten 

Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara 

f. UPTD Wilayah VI meliputi Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, 

Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten 

Pakpak Bharat; 

g. UPTD Wilayah VII meliputi Kola Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, 

Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten 

Madina, Kabupaten Padang Lawas; 

h. UPTD Wilayah VIII meliputi Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, 

Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat. 

I. UPTD Wilayah IX meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 

2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga 

Kerja Propinsi Sumatera Utara dijabarkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi 

rnasing-masing jabatan pada Dinas Tenaga Kerja, Propinsi Sumatera Utara, 

khususnya pada Bagian Kesepuluh secara rinci rnengatur tentang 

kedudukan, tugas pokok dan fungsi UPT Pengawas Ketenagakerjaan yang 

terdiri dari Wilayah I sampai dengan Wilayah IX sebagai berikut : 

a. Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara 
Wilayah I sampai dengan IX 

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

menyelengarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan, Penegakan Hukum dan Norma Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja.dan menyelenggarakan fungsi : 
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a. Penyelenggaraan pembinaan pegawa1 di UPT Pengawasan 

Ketenagakerjaan; 

b. Penyelenggaraaan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural di UPT 

Pengawasan Ketenagakerjaan; 

c. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan 

pengawasan ketenagakerjaan, pengakan hukum dan nonna keselamatan 

dan kesehatan kerj a; 

d. Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan, penegakan hukum dan 

nonna Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sesuai ketentuan dan standar 

yang ditetapkan; 

e. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, scsua1 bidang 

tugas dan fungsinya; 

f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya 

kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan. 

Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 sampai dengan 

IX mempunyai uraian tugas : 

a. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program UPT 

Pengawasan Ketenagakerjaan; 

b. Menyelenggarak.an pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norrna 

ketenagakerjaan; 

c. Menyelenggarakan pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan 

objek pengawasan ketenagakerjaan; 

d. Menyelenggarakan penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap 

pengusaha yang melanggar nonna ketenagakerjaan; 

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fuogsinya, Kepala UPT 

Pengawas Ketenagakerjaan dibantu oleh : 

a. Kepa!a Sub Bagian Tata Usaba; 
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b. Kepala Seksi Penegakan Hukum; 

c. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan dan Kerja (K3). 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala UPT Pengawas 

Ketenagakerjaan, dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi : 

a. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan UPT; 

b. Melaksanakan urusan rumah tangga UPT 

c. Melaksanakan penyusunanan rencana strategis, laporan akuntabilitas 

kinerja Instansi Pemerintah (LAK!P), LKPJ dan LPPD di UPT; 

d. Melaksanakan penatausahaan, kelembagaan dan ketalaksanaan; 

e. Melaksanakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal di 

UPT; 

f. Melaksanakan pengadaan, pcmeliharaan, penataan, pembinaan dan 

pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor di 

UPT; 

g. Malaksanakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian 

peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan 

dan hubungan masyarakat; 

h. Melaksanakan fasilitas dan pengaturan keamanan kantor di UPT; 

1. Melaksanakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas 

kegiatan seksi-seksi lingkup UPT Pengawasan Ketenagakerjaan; 

c. Kepala Seksi Penegakan Hukum 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Seksi Penegakan 

Hukurn mempunyai uraian tugas : 
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a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi penyidik dan penindakan; 

b. Melaksanakan pengadaan, penyusunan dan menyiapkan rencana kerja 

penyelidikan/penyidikan kepada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); 

c. Melaksanakan koordinasi dengan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, 

Koordinator PPNS Ketenagakerjaan tentang Penyelidikan Pelanggaran 

Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan; 

d. Melaksanakan proses laporan kejadian yang dibuat oleh Pengawas 

Ketenagakerjaan untuk dilak.ukan penyelidikan/penyidikan tentang 

pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; 

e. Melaksanakan penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap 

perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma keselarnatan dan 

kesehatan kerja; 

f. Melaksanakan penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap 

pengusaha yang melanggar norma kerja, jarninan sosial, perempuan dan 

anak; 

g. Melaksanakan proses Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil untuk dilanjutkan ke kejaksaan melalui kepolisian; 

h. Melaksanakan laporan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

j. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan arahan kepala UPT. 

d. Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Seksi Penegakan 

Hukum mempunyai uraian tugas : 

a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan 

pelaksanaan togas dan fungsi di UPT Pengawasan Ketenagakerjaan: 
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b. Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja di UPT 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan Seksi Norma Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja; 

c. Melaksanakan pengelolaan pelayanan di Bidang Pengawasan Norma 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 

d. Melaksanakan pemeriksaan/pengujian terhadap perussahaan, ekonomi, 

kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis; 

e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

f. Melaksanakan tug as lain sesuai arahan kepala UPT. 
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2. Gambaran Umum Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Samosir 

Berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Samosir, dijabarkan Rincian Togas Pokok dan Fungsi 

jabatan Kepala Bidang Tenaga, memiliki kedudukan, tugas pokok dan 

fungsi sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Tenaga Kerja; 

b. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Bidang 

Tenaga Kerja; 

c. Mengumpulkan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis 

kebijaksanaan dan pembinaan ketenagakerjaan; 

d. Memberdayakan sarana-sarana hubungan industrial yang diarahkan pada 

peningkatan peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama, perjanjian 

kerja, Upah Minimum Kabupaten dan penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang mudah dan cepat; 

e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja keluar daerah di 

Indonesia Antar Kerja Antar Daerah (AK.AD) maupun keluar negeri 

Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dengan memperhatikan kompetensi, 

perlindungan dan jaminan kesejahteraan serta mencegah timbulnya 

eksploitasi tenaga kerja; 

f. Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pembinaan keterampilan 

dan manejemen kewirausahaan bekerjasama dengan lembaga pelatihan 

swasta, dunia usaha dan lembaga pelatihan pemerintah (BLK); 
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g. Melaksanakan perumusan dan perencanaan di bidang tenaga kerja dalam 

perluasan lapangan kerja serta meningkatkan sarana dan prasarana 

pendidikan dan kejuruan/keterampilan dalam rangka pembinaan dan 

peningkatan kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri; 

h. Melaksanakan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja melalui 

pelaksanaan program jaminan social tenaga kerja (Jamsostek); 

1. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap program 

ketenagakerjaan; 

J. Melakukan Pcnilaian atas Prestasi Kinerja staf; 

k. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan 

petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun 

tertulis; 

I. Membuat dan menyampaikan laporan basil pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Dinas melalui Sekretaris; dan 

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Tenaga Kerja 

membawahi: 

a. Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; 

b. Kepala Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; 

c. Kepala Seksi Pengendalian dan Perlindungan Tenaga Kerja. 

Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja mernpunyai tugas pokok membantu Kepala 
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Bidang dalam melaksanakan tugas di Bidang Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja. 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja; 

b. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan 

pembinaan terkait Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; 

c. Menginventarisasi permasalahan dan mengusulkan pemecahan masalah 

kepada Pimpinan; 

d. Melaksanakan program bantuan/subsidi pusat/daerah yang berhubungan 

dengan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; 

e. Merencanakan dan melaksanakan perluasan kesempatan kerja; 

f. Melaksanakan penempatan tenaga kerja baik Antar Kerja Antar Daerah 

(AKAD) maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN); 

g. Melakukan Penilaian atas Prestasi Kinerja staf 

h. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan 

petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun 

tertulis; 

i. Membuat dan menyampaikan laporan basil pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Bidang; dan 

J. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 

Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang dalarn melaksanakan tugas berada dibawah 
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dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Pelatihan dan 

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas di bidangpeningkatan 

pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pelatihan dan 

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Pelatihan dan 

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; 

b. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan 

pembinaan terkait Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga 

Kerja; 

c. Menginventarisasi permasalahan dan mengusulkan pemecahan masalah 

kepada Pimpinan; 

d. Melaksanakan program bantuan/subsidi pusat/daerah yang berhubungan 

dengan Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; 

e. Melakukan kerjasama dengan dunia usaha dalam kegiatan magang dan 

praktek kerja nyata; 

f. Merencanakan dan melaksanakan Pelatihan dan Peningkatan 

Produktivitas Tenaga Kerja; 

g. Menyusun database tenaga kerja dan data Infonnasi Pasar Kerja 

(!PK)/ AK-I sampai AK-V; 

h. Melakukan Penilaian atas Prestasi K.inerja staf 
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1. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan 

petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun 

tertulis; 

J. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Bidang; dan 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Seksi Pengendalian dan Perlindungan Tenaga Kerja dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Pengendalian dan 

Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala 

Bidang dalam melaksanakan tugas di bidang pengendalian dan perlindungan 

tenaga kerja. 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengendalian dan 

Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Pengendalian dan 

Perlindungan Tenaga Kerja; 

b. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijakan Pengendalian 

dan Perlindungan Tenaga Kerja; 

c. Melaksanakan pembinaan, konsultasi, perlindungan, pengawasan dan 

fasilitasi untuk pengendalian dan perlindungan tenaga kerja; 

d. Melakukan pendataan serikat buruh/pekerja, peraturan perusahaan, 

perjanjian kerja, kesepakatan kerja bersama setiap perusahaan yang 

berada di wilayah Kabupaten Samosir; 

e. Melaksanak.an program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 
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f. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

g. Mengumpulkan bahan dalam perumusan kebijakan Upah Minimum 

Kabupaten (UMK); 

h. Melakukan Penilaian atas Prestasi Kinerja staf; 

1. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan 

petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun 

tertulis; 

J· Membuat dan menyampaikan laporan basil pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Bidang; dan 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 
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Gambar3. 
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Samosir 
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B. ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Prosedur dan Mekanisme Penetapan Upah Minimum Kabupaten 
Samosir 

Berdasarkan Peraturan Bupati SamosirNomor 35 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Samosir, dijabarkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi 

masing-masing jabatan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian 

clan Perdagangan Kabupaten salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah 

memberdayakan sarana-sarana hubungan industrial yang diarahkan pada 

peningkatan Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama, Perjanjian 

Kerja, penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial yang mudah dan cepat. 

Penetapan UMK adalah merupakan rangkaian awal dalam 

pelaksanaan UMK, dengan prosedur dan mekanisme sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana 

pada Pasal 89 disebutkan bahwa upah minimum diarahkan kepada 

pencapa1an Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya akan ditetapkan 

oleh Gubemur Sumatera Utara dengan memperhatikan rekomendasi dari 

Dewan Pengupahan Daerah (DEPEDA) Kabupaten Samosir yang diusulkan 

oleh Bupati Samosir. 

Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Samosir dibentuk. berdasarkan 

surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 96 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Samosir Periode 
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2014-2016. Salah satu tugas pokok utama DEPEDA adalah untuk 

rnengadakan rapat pleno penentuan UMK yang dihadiri oleh unsur LKS 

Tripartit yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja serta 

pakar dari pihak akedemisi Universitas Simalungun Pematang Siantar. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 

Pengupahan, penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan 

formula penghitungan upah minimum yang merupakan Upah Minimum 

Tahun Berjalan ditambah dengan basil perkalian antara Upah Minimum 

Tahun Berjalan dengan Penjumlahan Tingkat Inflasi Nasional Tahun 

Berjalan dan Tingkat Pertumbuhan Domestic Bruto Tahun Berjalan 

sebagaimana dirumuskan sebagai berikut : 

UMn = UMt + { UMt x (lnflasi t + % A PDBt) } 

UMn Upah Minimum Kabupaten Samosir Tahun 2017 yang 

akan di tetapkan 

UMt 

Inflasi t 

APDBt 

Upah Minimum tahun berjalan 

Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang 

lalu sampai dengan periode September tahun berjalan 

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung 

dari Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang 

mencakup Periode Kwartal III dan IV tahun 

sebelumnya dan Periode Kwartal I Dan II Tahun 

Berjalan 

Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah 

minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, 

sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak. Penyesuaian nilai kebutuhan 

hidup layak pada upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara 
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langsung terkoreksi melalui perkalian antara upah minimum tahun berjalan 

dengan inflasi tahun berjalan. Upah minimum yang dikalikan dengan inflasi 

ini akan memastikan daya beli dari upah minimum tidak akan berkurang. 

Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup 

layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. 

Dengan demikian pcnggunaan tingkat inflasi dalam perhitungan upah 

minimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak. 

Penyesuaian upah minimum dengan menggunakan nilai pertumbuhan 

ekonomi pada dasamya untuk menghargai peningkatan produktivitas secara 

keseluruhan. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi, antara lain peningkatan produktivitas, pertumbuhan tenaga 

kerja, dan pertumbuhan modal. Dalam formula ini, seluruh bagian dari 

pertumbuhan ekonomi dipergunakan dalam rangka peningkatan upah 

minimum. Dalam ha! ini yang dirnaksud dengan pertumbuhan ekonomi 

adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto. 

Sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya UMK samosir untuk Tahun 

2017 senilai Rp. 1.920.000,- dan berdasarkan Surat Edaran Menteri 

Ketenagakerjaan RI Nomor : B.175/MEN/PHIJSKIX/2016, tanggal 17 

Oktober 2016, Perihal Penyampaian Data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto Tahun 2016, disebutkan bahwa lnflasi Nasional 

sebesar 3,07 o/o (tiga koma nol tujuh persen) dan Pertumbuhan Ekonomi 

(Perturnbuhan PDB) sebesar 5,18 % (lima koma delapan belas persen), 

sehingga berdasarkan formula tersebut diatas diperoleh bahwa UMK 

Sarnosir Tahun 2017 adalah: 
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UMn = UMt + { UMt x (Inflasi t + % A PDBt) } 
= 1.920.000,- + {(1.920.000,- x (3,07 % + 5,18 % )} 
= 1.920.000,- + { (1.920.000,- x (8,25 % ) } 
= 1.920.000,· + 158.400,· 
= 2.078.400,-

Sehingga Upah Minimum Kabupaten Samosir yang akan ditetapkan 

untuk tahun 2017 adalah Rp. 2.078.400,- (Dua Juta Tujuh Puluh Delapan 

Ribu Empat Ratus Rupiah). 

Selanjutnya Gubemur Sumatera Utara menetapkan Upah Minimum 

Kabupaten Samosir yang penetapannya harus lebih besar dari Upah 

Minimum Provinsi di provinsi yang bersangkutan yang dihitung 

berdasarkan formula perhitungan upah minimum. Dalam hal telah dilakukan 

penentuan UMK Samosir, Gubernur Sumatera Utara menetapkan Upah 

Minimum Kabupaten Samosir dengan memperhatikan rekornendasi Bupati 

Samosir serta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi, 

sedangkan rekomendasi Bupati Samosir berdasarkan saran dan 

pertimbangan Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Sarnosir. 

Pada akhimya ditetapkanlah suatu kebijakan pemerintah tentang 

pengupahan minimum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera 

Utara Nomor 188.441775/KPTS/2016 tentang Penetapan Upah Minimum 

Kabupaten (UMK) Samosir Tahon 2017 sebesar Rp.2.078.400,-/bulan. 

Upah tersebut lebih besar dari Upah Minimum Propinsi Sumatera Utara 

senilai Rp. 1.961.354,-/bulan. Ketentuan upah tersebut diperuntukkan bagi 

pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. 
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Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Samosir diperoleh data kenaikan UMK 

sebagaimana terdapat pada tabel berikut : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Tabel 1 
Kenaikan UMK Samosir 

2&19 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

il$00,-

965.500,-

1.036.000,-

1.210.000,-

1.500.000,-

1.580.000,-

1. 722.000,-

1.920.000,-

2.078.400,-

Prosedur dan mekanisme penetapan llpah Minimum Kabupaten 

Samosir dapat dilihat pada gambar belikut : 
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.. 

2. lmplementasi, Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan 
Kebijakan Pemerintah tentang Sistem Pengupahan Minimum di 
Kabupaten Samosir 

Salah satu kebijakan pemerintah dalam melindungi hak buruh/pekerja 

diantaranya yakni menetapkan upah minimum. Berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.441775/KPTS/2016 

tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Sumatera Utara pada 33 (tiga 

puluh tiga) kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2017 telah 

ditetapkan bahwa besaran Upah Minimum KabupatenJKota di Sumatera 

Utara salah satunya adalah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Samosir 

sebesar Rp. 2.078.400,-/bulan, maka diharapkan pengusaha dapat 

melaksanakannya dengan sebaik-baiknya Karena suatu kebijakan akan 

mendatangkan manfaat bagi masyarakat apabila kebijakan tersebut dapat 

diimplernentasikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam implementasi kebijakan pemerintah, selalu akan terbuka 

kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh 

pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dapat dicapai dari 

pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Gejala ini disebut dengan implementation 

gap (suatu istilah untuk menjelask:an keadaan dimana dalam proses 

kebijakan selalu terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan pembuat 

kebijakan dengan apa yang senyatanya). 

Berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh 

banyak factor. Namun, factor para pelaksana memainkan peranan penting 

dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Hal ini 
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• 

didasarkan kepada argumentasi bahwa para pelaksana 1n1 yang 

mengantarkan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Kalau orang yang 

menjadi implementing agency nya sama sekali tidak memahami kebijakan 

maka dengan sendirinya akan terjadi missing link antara kebijakan itu 

sendiri dengan implementasinya. Demikian pula sikap kelompok 

masyarakat sebagai Jarget groups kebijakan akan memainkan peranan 

penting dalam implementasi kebijakan. 

Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan menurut George C. 

Edward III, menyatakan bahwa variabel pertama yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan adalah komunikasi 

(communication) yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa 

yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan 

harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga 

akan mengurangi distorsi implementasi. Menurut pandangan Edward III 

(Budi Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi 

tiga hal penting, salah satu faktor berpengaruh adalah transmisi. 

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia 

harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah 

untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan, dalam hat ini telah diterbitkan 

suatu keputusan atau kebijakan tentang Upah Minimum Kabupaten Samosir 

Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Sumatera Utara Nomor 

188.44/775/KPTS/2016. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir selaku 

pembina ketenagakerjaan di daerah melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya yang pertama yakni untuk mensosialisasikan ataupun 
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mengkomunikasikan kebijakan tersebut agar dilaksanakan oleh pemberi 

kerja sebagaimana mestinya. Terkait dengan hal tersebut Kepala Seksi 

Pengendalian dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Samosir 

mengatakan : 

"Pada saat SK Gubemur Sumatera Utara tentang penetapan UMK 
telah ditetapkan untuk seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara 
termasuk di Kabupaten Samosir, Pemerintah Kabupaten Samosir 
melalui Dinas Tenaga Kerja langsung mengkomunikasikan kebijakan 
tersebut dengan mensosialisasikan kebijakannya kepada para 
pengusaha serta menerangkan sanksi pidana jika para pengusaha tidak 
taat akan aturan kebijakan tersebut. Memang benar, bahwa sosialisasi 
tersebut kami lakukan hanya pada triwulan pertama saja dengan cara 
menyampaikan SK tersebut kepada para pengusaha, akibat 
keterbatasan dana yang sangat minim sekali. Dan setiap kali 
menyampaikan SK tersebut tidak jarang pula kami hanya bertemu 
dengan pihak Humas nya saja, para pimpinan perusahaan sangat 
jarang bisa ditemui. Dan bukan hanya itu saja, sosialisasi terkait 
pembuatan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja 
Bersama/Perjanjian Kerja sudah kami sosialisasikan kepada para 
pengusaha namun Dinas Ketenagakerjaan tidak mendapat respon yang 
baik atas hal ini." 

Sumber Daya (resources) juga merupakan hal penting dalam 

mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Meskipun isi kebijakan telah 

dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor 

kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi 

kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif. Komponen sumber daya ini 

meliputi jumlah staff, keahlian/kompetensi dari para pelaksana dao adanya 

fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan program 

dan kegiatan seperti dana dan sarana prasarana. 

Dengan segala keterbatasan dana, dan personil sumber daya manusia 

yang bertugas di Bidang Tenaga Kerja sebanyak 5 (lima) orang telah 

berupaya maksimal untuk melaksanakan sosialisasi kebijakan tersebut 
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dengan cara menyampaikan Surat Keputusan Gubemur Sumatera Utara 

tentang Penetapan UMK Samosir Tahun 2017 kepada setiap perusahaan 

baik usaha mikro, kecil, menengah, besar, perusahaan swasta dan 

BUMD/BUMN. Namun setiap kali para pegawai Dinas Ketenagakerjaan 

melakukan kunjungan sosialisasi ke perusahaan, pihak Dinas 

Ketenagakerjaan sangat jarang untuk bisa bertemu dengan pimpinan 

perusahaan selaku pengambil kebijakan dalarn perusahaan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa sikap (disposition atau attitude) yang merupakan 

watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor tidak memperoleh 

dukungan atau komitmen yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program 

kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Sementara dukungan atau komitmen tersebut sangat rnempengaruhi 

peiaksanaan program kebijakan dapat mencapai tt1juan secara efektif dan 

efisien. Wujud dari dukungan tersebut adalah rnenempatkan kebijakan 

tersebut menjadi prioritas program. Disamping itu pemberian insentif bagi 

para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total 

dalam melaksanakan program kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh pembuat kebijakan tersebut. Apabila implementor memiliki disposisi 

yang baik, maka implementasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan 

dengan baik, efektif dan efiisien. 

Demikian juga halnya struktur birokrasi (bureucratic structure) 

yang merupakan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 

kebijakan. Menurut pandangan Edwards (dalarn Budi Winarno, 2008: 181) 
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sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-

keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan 

fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas 

kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Jelaslah bagi kita 

sumber daya manusia (stat) dan keahlian yang rnemadai sang at 

mernpengaruhi kebehasilan implementasi kebijakan pemerintah, dimana 

personi1 SDM dan dukungan sumber dana yang sangat minim di Kabupaten 

Samosir merupakan faktor pemicu lemahnya keberhasilan implementasi 

kebijakan pengupahan. 

Sekaitan dengan kebijakan pemerintah tentang UMK Samosir Tahun 

2017 salah satu responden yakni para pengusaha hotel dan restaurant yang 

ada di Kabupaten Samosir sangat kesulitan untuk dapat menerapkan 

kebijakan pengupahan sesuai ketetapan upah sebab besaran UMK tersebut 

dianggap sangat memberatkan atau terlalu tinggi untuk dijangkau oleh para 

pemberi kerja di kalangan PHRI, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Annete 

Hortzman selaku Ketua Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia 

(PHRI) Kabupaten Samosir : 

"Mungkin agak terlalu besar dan memberatkan ya, karena yang kita 
pahami yang dibayar disini rata rata upah tenaga kerja rnungkin masih 
dibawah UMK. !tu terkait dengan mungkin kurang kesadaran dari 
para kalangan pengusaha. Jadi mungkin ada juga beberapa hotel yang 
sudah pelihara tenaga kerja puluhan tahun tapi tetap belum terjangkau 
ini, jadi mungkin harus disadari atas kalau asset kita di hotel paling 
besar di level staf tapi staf juga harus yang berkualitas. Kalau yang 
kita bayar yang berkualitas mahal istilahnya kita kan gak rugi. 
Berbicara tentang skop PHRI, pengupahan yang diberikan 
berdasarkan jenjang, ada yang sudah diatas dan dibawah UMK 
berdasarkan level pendidikan, dan produktifitasnya serta 
kemampuannya. Kebanyakan tenaga kerja yg kita pakai adalah tenaga 
kerja lokal dan sebagai bentuk CSR terhadap karnpung kita, dan 
kebanyakan yang kita arnbil adalah tarnatan SMA, sehingga 
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pembayaran upahnya berdasarkan level pendidikan, skill dan 
kemampuannya. Pada umumnya kalangan PHRI Kabupaten Samosir 
yang mampu menerapkan UMK mungkin masih sangat sedikit, ya 
sekitar 10-20 o/o." 

"Saya pikir itu standar harga di Kabupaten Samosir sangat rendah, 
apalagi di Tuktuk ini, dimana orang bersaing di level terendah dimana 
masih terdapat tarif kamar hotel sekitar Rp. 50.000,- sampai 
Rp. l 00.000,-, sehingga disimpulkan kesadaran pengusaha juga masih 
kurang untuk membuat harga standard atau harga terbaik akan tetapi 
masih berlomba membuat harga tennurah (low price). Harusnya 
pengusaha sadar dan sepakat membuat keseragaman harga untuk tarif 
terendah sehingga dapat menaikkan kemampuan financial perusahaan 
yang pada akhirnya pengusaha pun mampu mendongkrak dan 
menaikkan upah pekerjanya sesuai UMK serta kemampuan pekerja 
pun akan lebih baik lagi. Danjuga tidak ada pernah di PHRI ketentuan 
tentang system dan standar penetapan upah, hanya berdasarkan skill 
dan pendidikan." 

Dari pemyataan lbu Annete Hortzrnan selaku Ketua Perhimpunan 

Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Kabupaten Samosir, bahwa 

pemberian upah kepada para pekerja pada umumnya masih jauh dibawah 

UMK bahkan juga bagi para pekerja yang sudah lama bekerja karena pada 

umumnya para pekerja di kalangan PHRI adalah tenaga kerja lokal yang 

berada pada jenjang pendidikan SMA/sederajat. Sehingga pemberian upah 

juga didasarkan pada jenjang level pendidikan dan skill/keahlian. Hal 

tersebut juga dipengaruhi oleh masih banyaknya para pengusaha hotel yang 

membuat tarif hotel pada level terendah, hal ini dimaksudkan agar para 

pengunjung wisata yang sedang berkunjung ke Samosir juga pasti memilih 

tempat hunian dengan tarif terendah. Padahal sebenamya hal tersebut akan 

sangat mempengaruhi peningkatan keuangan financial perusahaan dan 

tentunya diharapkan akan mampu menaikkan pemberian upah para pekerja. 

Namun tidak semua pekerja menerima upah dibawah UMK, sebagian 

kecil juga sudah menerima upah diatas UMK jika dilihat dari segi skill dan 
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kemampuan serta pendidikan. L.ebih lanjut wawancara mengenai upah yang 

diberikan kepada pekerjanya apakah sudah sesuai/sebanding dengan 

produktifitas/kinerja para pekerja untuk meningkatkan produksi, beliau 

rnengungkapkan: 

"Kalau stafnya berkualitas, maka otomatis servisnya juga akan lebih 
bagus. Contohnya kitajuga ada staff yang punya upah Rp. 6.000.000,
/bulan, karena kita yakin dan percaya dengan skil nya dia maka omset 
kita juga akan semakin bertambah, otomatis kita pun mampu bayar 
segitu. Jadi orang harus belajar menaikkan value, dan pada akhirnya 
juga akan menaikkan PAD juga." 

Dari pernyataan tersebut jelas terlihat bahwa pekerja yang memiliki 

skill atau keahlian tertentu yang dianggap berkualitas serta diharapkan akan 

dapat memacu peningkatan kemampuan keuangan perusahaan, pihak 

pengusaha juga tidak merasa rugi untuk memberi upah sesuai UMK yang 

telah ditetapkan clan bahkan sangat jauh diatas UMK yakni senilai Rp. 

6.000.000,-/bulan. Dalam hal ini kemampuan keuangan financial 

perusahaan dan skill ataupun keahlian para pekerja merupakan suatu faktor 

yang sangat menentukan dalam pemberian upah kepada pekerja. Semakin 

tinggi tingkat kemampuan keuangan financial perusahaan dan semakin 

tinggi tingkat produktitiftas tenaga kerja dalam arti mampu memacu 

kenaikan keuntungan perusahaan maka akan semakin tinggi upah yang 

diberikan oleh pemberi kerja. 

Demikianjuga halnya pengakuan Bapak Paul M Sila!ahi, selaku Ketua 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Samosir 

mengungkapkan banyak ha! terkait tentang implementasi kebijakan 

pemerintah tentang pemenuhan UMK di Samosir : 
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"Pada prinsipnya kebijakan pemerintah tentang pengupahan minimum 
di Kabupaten Samosir sudah berjalan dengan maksimal sesuai regulasi 
yang berlaku, hanya saja penerapannya di lapangan perlu adanya 
banyak koreksi dan evaluasi disana sini dalam arti pembayaran upah 
tidak sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah." 

''Kalau dari sisi aturan semua sudah jelas mengenai pembayaran UMK 
Samosir, namun penerapan besaran upah ini sangat-sangat mini1n di 
Kabupaten Samosir. Penyebabnya kenapa minim adalah tergantung 
kepada semua lini dan aspek yang terkait dalam penerapan besaran 
UMK Samosir." 

"Khususnya bicara mengenai regulasi bisa berjalan dengan maksimal 
tentu didukung dengan upaya dari semua pihak khususnya pemerintah 
sebagai barometer, pelayan dan system di tengah masyarakat ini. 
Contohnya, besaran upah Tenaga Harian Lepas/Honorer Pemerintah 
Kabupaten Samosir saja masih jauh dibawah UMK Samosir. 
Demikian juga dengan system penggajiaruiya juga belum jelas serta 
pelaksanaan jaminan kesejehteraan lainnya sesuai Undang-Undang 
Ketenagakerjaan." 

Menurut Ketua SPSI, kebijakan pemerintah tentang pengupahan 

minimum sudah berjalan dengan baik, akan tetapi implementasi penerapan 

kebijakan tersebut di lapangan masih sangat jauh dari harapan. 

Implementasi kebijakan tersebut bisa berjalan sesuai harapan tentu harus 

didukung oleh semua aspek terutama bagi para pengusaha. Oleh sebab itu 

pemberdayaan sarana Hubungan Industrial seperti Lembaga Kerja Sama 

Tripartit sangat diperlukan dalam keberhasilan pelaksanaan implementasi 

kebijakan pemerintah tentang system pengupahan minimum di Kabupaten 

Samosir. Dalam hal ini tentu peranan pemerintah sangat menetukan 

keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. 

Dalam hal ini beliau mengharapkan bahwa Pemerintah Kabupaten 

Samosir harus mampu memberi contoh kepada para pengusaha dalam hal 

keberhasilan untuk mengimplementasikan penerapan kebijakan pemerintah 

tentang penerapan pemenuhan pemberian upah sesuai UMK. Beliau 
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• 

mencontohkan bahwa upah Tenaga Harian Lepas (THL) di jajaran 

Pemerintah Kabupaten Samosir masih sangat jauh dibawah UMK yakni 

sebesar Rp. 850.000,-/bulan. Namun menurut analisis dan pertimbangan 

bahwa jika Pemerintah Kabupaten Samosir menerapkan kebijakan tersebut, 

maka anggaran APBD akan banyak diserap hanya kepada pemberian upah 

bagi para THL padahal masih sangat banyak hal-hal lain yang menjadi 

urusan prioritas utama program pembangunan bagi masyarakat seperti 

urusan pembagunan sarana dan prasarana infrastruktur, pendidikan dan 

kesehatan. Apabila dikalkulasi total keseluruhan anggaran untuk 

pengupahan para pegawai THL di Kabupaten Samosir sekitar 850 orang x 

Rp. 850.000,- x 12 bulan ~ Rp. 8.670.000.000,-. Sistem pengupahan bagi 

pekerja TllL di jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir bukan merupakan 

ranah Undang-Undang Ketenagakerjaan sebab peroberi kerja merupakan 

instansi penyclenggaran negara yang bukan merupakan perusahaan/badan 

usaha yang bersifat profit atau mencari keuntungan akan tetapi merupakan 

instansi penyelenggara negara yang bersifat pelayanan public sebagaimana 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah merupakan unsur terdepan 

dalam mengkawal keberhasilan dalam implementasi kebijakan tentang 

system pengupahan minimwn di K.abupaten Samosir, akan tetapi tidak bisa 

dipaksakan agar pemerintah sebagai barometer dalam hal pemberian upah 

sesuai UMK, sebab jika dipaksakan maka sebagian besar APBD Kabupaten 

Samosir akan tersita untuk memberi upah bagi para pekerja atau pegawai 
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Tenaga Harian Lepas (THL). Dalam ha! ini pemberian upah bagi para THL 

masih sangat bergantung kepada kemampuan keuangan APBD Kabupaten 

San1osir. 

Berbeda halnya dengan ungkapan Manajemen PT. Aquafann 

Nusantara bahwa tidak ada masalah untuk mematuhi kebijakan pemerintah 

khususnya tentang penerapan UMK. Lebih lanjut peneliti menanyakan 

bagaimana hubungan antara kemampuan financial/keuangan perusahaan 

dengan pengawasan ketenagakerjaan sehingga perusahaan tersebut mampu 

membayar upah pekerja sesuai UMK dan bahkan diatas UMK, HRD PT. 

Aquafann Nusantara mengungkapkan: 

"Itulah kelebihan PT.Aquafarm ini. Seandainya perusahaan ini 
mungkin perusahaan lokal, bisa saja perusahaan ini sudah bangkrut, 
namun karena ini adalah perusahaan PMA, sehingga mampu bertahan 
dan eksis. Itulah kelebihannya. Ikan yang merupakan produknya juga 
adalaha merupakan ikan yang di ekspor ke luar negeri, seperti ke 
J epang, terutama ke Ero pa seperti Amerika. Managemen perusahaan 
dan strategi marketing di luar negeri bisa dikatakan cukup bagus 
sehingga kemampuan financial perusahaan bisa dikatakan cukup 
mapan. Kalau marketingnya tidak berjalan dengan baik saya rasa 
perusahaan ini tidak mampu menggaji karyawan dan perusahaan bisa 
bangkrut." 

Dari penjelasan tersebut memang jelas terlihat bahwa kemampuan 

financial perusahaan PT. Aquafann Nusantara merupakan Perusahaan 

Modal Asing (PMA) milik Negara Swiss yang memproduksi ikan nila dan 

beroperasi di Danau T oba, mampu me11capai keuntungan perusahaan yang 

sangat fantastis setiap tahunnya. Tentu saja hal ini merupakan salah satu 

faktor utama sehingga perusahaan tersebut berhasil menerapkan 

implementasi kebijakan pemerintah terkait pemenuhan UMK bagi para 

pekerj a secara keseluruhan menerima upah diatas UMK. 
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Dari uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa nilai penetapan UMK 

Samosir dianggap terlalu tinggi sehingga sangat sulit dijangkau oleh para 

pengusaha terutama para pelaku UMKM. Oleh sebab itu, kemampuan 

keuangan financial perusahaan dianggap merupakan salah satu faktor utama 

dalam keberhasilan para pengusaha dalam menerapkan kebijakan 

pemerintah tentang pernenuhan UMK bagi para tenaga kerja. 

Seiring dengan hal tersebut diatas Ketua SPSI Kabupaten Samosir 

mengatakan bahwa sosialisasi kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh 

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir tentang system pengupahan 

minimum tidak maksimal dalam pelaksanaannya, sebagaimana 

diungkapkan: 

"Kalau dalam pengamatan saya sosialisasi ini hanyalah sebatas bentuk 
seremonial, bukan dalam aplikasi bentuk bagaimana menerapkan 
ketentuan UMK ditengah masyarakat dan juga bukan berdasarkan apa 
saja kendala yang dihadapi oleh para pekerja dan pengusaha serta 
bagaimana solusinya. Itu sebenamya kelamahannya." 

Dari kedua pernyataan antara Ketua SPSI Kabupaten Samosir dengan 

Kepala Seksi Pengendalian dan Perlindungan Ketenagakerjaan boleh juga 

dibenarkan bahwa memang upaya u11tuk mensosialisasikan kebijakan 

pemerintah tentang penetapan UMK di Samosir belum maksimal dilakukan. 

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Ibu Annete Hortzman 

selaku Ketua PHRI agar sosialisasi lebih maksimal dila.lcukan oleh 

pemerintah : 

"Mungkin perlu sosialisasi lebih maksimal tekait kebijakan tersebut 
agar orang juga lebih sadar. Kalau misalnya pengusaha bayar "under 
payed" (dibawah UMK), itu kan nggak bail<, dengan efek tersebut 
juga akan bekerja lebih betah dan lama jika sudah dapat kondisi kerja 
yang sudah baik." 
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Berbeda halnya dengan pemyataan Bapak Erwin C Sidabutar, SH, 

selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Kabupaten Samosir mengungkapkan bahwa ditengah keterbatasan dana 

yang sangat minim, telah berupaya maksimal untuk mengkawal dan 

memonitoring serta mengevaluasi kebijakan tersebut agar senantiasa dapat 

diterapkan oleh semua pemberi kerja terutama bagi para kalangan 

pengusaha UMKM sebagaimana diungkapkan : 

"Meski dengan segala keterbatasan dana dan personil sejumlah S 
(lima) orang di Bidang Tenaga Kerja kami tetap senantiasa 
melaksanakan tugas dan pokok kami semaksimal mungkin. Kami 
telah melakukan upaya maksimal dalam melaksanaan pembinaan 
ketenagakerjaan khususnya mengenai kepatuhan UMK, meski dengan 
dukungan dana yang sangat minim. Dari beberapa kali kunjungan 
pembinaan yang sudah kami lakukan terkait pemenuhan UMK, tetap 
saja tidak ada perbaikan dalam hal kepatuhan UMK, terutama bagi 
para pelaku UMKM. Dan dari basil diskusi kami dengan mereka 
selalu saja tetap dengan prinsip bahwa pembayaran upah pekerjanya 
berdasarkan kemampuan financial atau kemampuan keuangan 
perusahaan. Mereka mengatakan bahwa tidak. mungkin memaksak.an 
pembayaran upah berdasarkan UMK jika nantinya perusahaan akan 
bangkrut sebab akan habis untuk pembayaran upah para pekerja, 
belum lagi untuk pajak-pajak. serta biaya-biaya operasional lainnya." 

Jadi jelaslah bahwa sosialisasi kebijakan pemerintah tentang 

penetapan UMK di Samosir kurang maksimal dilaksanakan sebab sosialisasi 

yang dilaksanakan hanya pada triwulan pertama saja akibat keterbatasan 

dana. Sosialisasi kebijakan tersebut dilaksanakan hanya dengan 

menyampaikan SK Gubemur Sumatera Utara tentang penetapan UMK 

kepada pihak perusahaan disamping juga personil SDM pegawai Dinas 

Ketenagakerjaan yang sangat minim, serta pimpinan perusahaan yang 

sangat sulit untuk bisa ditemui di lapangan guna melakukan diskusi terkait 

penerapan pemenuhan UMK bagi para pekerja. 
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3. Pemberdayaan Sarana Hubungan Industrial Dalam Perumusan dan 
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Sistem Pengupahan 
Minimum di Kabupaten Samosir 

Httbungan industrial berhubungan dengan kesepakatan antara 

pengusaha dan karyawan suatu organisasi dan pemerintah di tingkat pusat 

dan dengan hukurn tentang ketenagakerjaan dan kesepakatan bersama. 

Dasar hubungan industrial adalah Lembaga Kerja Sama Bipartit yang 

berpusat pada pengusaha dan karyawan organisasi dan yang rnembahas 

semua permasalahan ketenagakerjaan dan upah serta lembaga tripartit yang 

melibatkan pemerintah dalan1 urusan hukurn. 

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai 

fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan 

pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan 

perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya dalam hal pengupahan. 

Dalam ha! ini pekerjalburuh, serikat pekerja/serikat buruh mempunyai 

fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga 

ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara 

demokratis, 1nengernbangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut 

memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota 

berserta keluarganya. Sedangkan pengusaha dan organisasi pengusaha 

mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, 

memperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh 

secara terbuka, demokratis dan berkeadilan. Pemberdayaan sarana-sarana 

Hubungan Industrial sangat berperan penting demi keberhasilan 

implementasi kebijakan system pengupahan minimum. 
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Hubungan Industrial di Kabupaten Samosir dilakukan melalui sarana: 

a. Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting 

dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan 

meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Serikat pekerja/serikat buruh 

merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan 

menciptakan hubungan industrial yang hannonis, dinamis, dan berkeadilan. 

Oleh karena itu, serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki rasa 

tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaliknya pengusaha 

harus memperlakukan pekerja/buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan. Serikat pekerja/serikat buruh didirikan secara bebas, 

terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab oleh pekerja/buruh 

untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya. 

Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Samosir 

diperoleh data bahwa ada 2 (dua) serikat pekerja yang telah terdaftar yakni 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Dewan Pimpinan Cabang 

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992. 

b. Organisasi Pengusaha 

Pengusaha dan organisasi pengusaha mempunyai fungsi menciptakan 

kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan 

memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis dan 

berkeadilan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, 

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir, jumlah 
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perusahaan yang terdapat di Kabupaten Samosir sampai dengan tahun 2017 

adalah sebanyak 1.296 perusahaan termasuk usaha mikro, kecil dan 

menengah. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tabel.2 
Komposisi Perusahaan Berdasarkan Jumlah 

Klassifikasi Lapangan Usaha 

PHRI 

Jasa Keuangan dan Perbankan 

Perdagangan, Pertanian dan Kontraktor 

Perusahaari Besar 

UMKM 

105 

30 

150 

27 

946 

Bedasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir, 

Organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sudah terbentuk di 

Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Propinsi 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumatera Utara No.07/SK-

DPPSUIXII/2017 tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi, dan Personalia 

DPKAB APINDO SAMOSIR Periode 2017-2019. 

c. Lembaga Kerja Sama Bipartit 

Ketenangan bekerja dan berusaha merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting dan strategis dalam mengelola sumber daya di perusahaan 

secara optimal sehingga terwujud kelancaran proses produksi dan distribusi 
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hasil produksi berupa barang atau Jasa secara efesie11, efektif dan 

berkualitas. Hal tersebut akan terwujud jika hubungan kerja antara 

pengusaha dan pekerja/buruh selalu harmonis dan kooperatif. Lembaga 

Kerjasama (LKS) Bipartit merupakan salah satu sarana pelaksanaan 

I·Iubungan Industrial sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah 

antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan atau wakil 

pekerja di perusahaan dalam rangka pengembangan Hubungan Industrial 

untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan perusahaan 

termasuk kesejahteraan Pekerja/Buruh. 

Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan belum satupun LKS 

Bipartit terbentuk di Kabupaten Samosir. Tentu ha! ini akan sangat 

mempengaruhi para pekerja untuk mengkomunikasikan ketidaksesuaian 

pembayaran upah pekerja kepada pengusaha. 

d. Lembaga Kerja Sama Tripartit 

Dalam dunia ketenagakerjaan pelibatan masyarakat dalam mengambil 

keputusan diwujudkan dalam prinsip tripartisme, suatu prinsip yang 

bertumpu pada semangat bahwa kepentingan masing-masing unsur pelaku 

proses produksi yaitu pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah menjadi 

kepentingan bersama. Kepentingan tersebut adalah peningkatan 

kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya serta terjaminnya 

kelangsungan usaha. Pemerintah, yang di dalam kebersamaan tersebut 

berperan sebagai "penjaga" kepentingan masyarakat yang lebih luas, 

mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi agar tercapai 
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keseimbangan antara pemenuhan kepentingan kedua unsur tripartit lainnya 

yaitu pekerja/buruh dan pengusaha. 

Agar peran pemerintah dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif, 

maka dalam mengambil berbagai kebijakan khususnya kebijakan 

ketenagakerjaan haruslah mendengar pendapat baik dari kelompok 

pekerja/buruh maupun pengusaha. Dalam kerangka itulah maka perlu 

dibangun suatu sarana komunikasi antara para pelaku proses produksi yaitu 

dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit yang berfungsi sebagai forum 

komunikasi dan konsultasi, agar segala kebijakan ketenagakerjaan yang 

diterapkan oleh pemerintah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam 

mencapai tujuan bersama sebagaimana disampaikan diatas. 

Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan, sudah ada terbentuk 

LKS Tripartit di Kabupaten Samosir berdasarkan Keputusan Bupati Samosir 

Nomor 171 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama 

Tripartit Kabupaten Samosir Periode Tahun 2016-2018, namun menurut 

pengakuan Paul M Silalahi selaku Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

(SPSI) Kabupaten Samosir pemberdayaan LKS Tripartit tersebut belum 

maksimal dilaksanakan sebagaimana diungkapkan : 

.. Persoalan-persoalan lembaga-Jembaga ketenagakerjaan yang ada di 
Kabupaten Samosir saat ini sudah ada dan berjalan ala kadarnya dan 
tidak maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 
sehingga ketika lembaga-lembaga ini tidak berjalan dimana lembaga 
ini merupakan indikator-indikator ketenagakerjaan dalam sistem 
ketenagakerjaan sehingga berdampak negatif kepada aspek 
ketenagakerjaan dibawahnya 

Ini ibarat pendidikan universal kepada semua aspek/lapisan 
masyarakat yang terkait dengan aspek ketenagakerjaan. Ketika kita 
bicara tentang system, tentu ada hal-hallpibak-pihak/indikator
indikator yang terkait dengan hal ini. Nah, persoalan system ini tidak 
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berjalan dengan maksimal sehingga tidak memberikan dampak 
pendidikan universal yang maksimal kepada semua pihak baik bagi 
pekerja maupun pengusaha. Salah satu pemberdayaan sarana-sarana 
Hubungan Industrial yakni pemberdayaan Lembaga Kerja Sama 
Tripartit, pemerintah, tenaga kerja dan pengusaha, narnun pembinaan 
aspek ketenagakerjaan ini harus dimulai dari pemerintah selaku 
mediator antara pekerja dan pengusaha dimana sebagai mediator, 
pemerintah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing mulai dari 
dinas yg membidangi ketenagakerjaan dan pengawasan tidak berjalan 
maskimal sehingga berdampak pada kesadaran masyarakatnya tentang 
pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Tripartit." 

Sebagaimana dinyatakan oleh Ketua SPSI Kabupaten Samosir, bahwa 

pemberdayaan sarana Hubungan Industrial yang ada di Kabupaten Samosir 

dalam ha! ini Lembaga Kerja Sama Tripartit yang terdiri dari unsur 

pemerintah, pekerja dan pengusaha berjalan ala kadamya, dalam arti belum 

dilaksanakan dengan maksimal demi pembangunan bidang ketenagakerjaan. 

Pada pelaksanaannya, Pemberdayaan LKS Tripartit Daerah Kabupaten 

Samosir hanya berfungsi pada saat rapat pemberdayaan Dewan Pengupahan 

Daerah untuk menentukan nilai UMK Samosir yang akan ditetapkan, dan 

juga rapat pennasalahan ketenagakerjaan. 

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor Per.04/MEN/II/2010 

Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran 

Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota disebutkan 

untuk meningkatkan peran LKS Tripartit Kabupaten/Kota dapat dilakukan 

dengan mendorong pertemuan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali 

atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Padahal dalarn kenyataannya 

pemberdayaan LKS Tripartit Daerah Kabupaten Samosir dilaksanak:an 

sekali dalam setabun. Padahal seyogyanya dalam rapat LKS Tripartit segala 
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pennasalahan ketenagakerjaan tennasuk permasalahan ketidaksesuaian 

pembayaran upah pekerja dapat dimusyawarahkan sesuai fungsi LKS 

Tripartit sebagai media forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah 

tentang masalah ketenegakerjaan. Hal tersebut terkait dengan minimnya 

dana yang ditampung pada APBD Kabupaten Samosir hanya mampu 

menampung anggaran pertemuan satu kali dalam setahun. Peranan 

pemerintah sebagai garda terdepan dalam hal pernberdayaan LKS Tripartit 

dipandang sangat lernah, hal ini dapat dilihat dari minimnya anggaran untuk 

melaksanaakan rapat forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah untuk 

membicarakan masalah-masalah yang timbul dalam bidang ketenagakerjaan 

di daerah Kabupaten Samosir. 

e. Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama/Perjanjian Kerja 

Didalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja 

Bersama/Perjanjian Kerja mengatur antara hak dan kewajiban masing

masing pihak yaitu pekerja!buruh dan pengusaha tennasuk didalamnya 

adalah pengaturan dalarr1 hat pengupahan atau upah. Untuk itu Peraturan 

Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersarna/Perjanjian Kerja menjadi 

sangat penting karena hubungan kerja didasarkan pada adanya perjanjian 

kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh termasuk didalamnya 

pengaturan tentang kesepakatan mengenai upah. 

Pembuatan Peraturan Perusahaan ini menjadi suatu kewajiban bagi 

perusahaan yang mempunyai pekerja minimal 10 (sepuluh) orang, kecuali 

bila di perusahaan yang bersangkutan telah ada serikat pekerja dan sudah 

atau sedang menyususn perjanjian kerja bersama. Narnun sesuai data dari 
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Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir disebutkan bahwa umumnya 

belum ada Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama/Perjanjian 

Kerja, yang didaftarkan/dicatatkan di instansi yang membidangi 

ketenagakerjaan terutama bagi kalangan pengusaha kecil dan menengah. 

Tentu hal ini menjadi salah satu factor pemicu lemahnya pemberian UMK. 

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan Daerah 

Kabupaten Samosir menyebutkan bahwa : 

"Dan bukan hanya itu saja, sosialisasi terkait pembuatan Peraturan 
Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama!Perjanjian Kerja sudah kami 
sosialisasikan kepada para pengusaha namun Dinas Ketenagakerjaan 
tidak pernah mendapat respon yang baik atas hal ini. Hanya ada satu 
perusahaan yang merespon dan mencatatkan serta mendaftarkan 
Peraturan Perusahaan ke Dinas Ketenagakerjaan yakni PT. Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) NBP 9" 

Berbeda halnya dengan pengakuan Ketua SPSI yang mengatakan 

bahwa: 

"Pada umumnya sudah ada kesepakatan antara pekerja dengan 
pengusaha sebelum melakukan pekerjaan tapi tidak dalam bentuk 
perjanjian kerja secara tertulis, hanya dalam bentuk lisan." 

Ketiadaan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama/Perjanjian 

Kerja yang dibuat secara tertulis dan didaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan 

merupakan salah satu factor pemicu lemahnya pemberian upah sesuai UMK 

bagi para pekerja di Kabupaten Samosir. Dimana di dalam Peraturan 

Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama/Perjanjian Kerja me1nuat antara 

hak dan kewajiban para pekerja dan pemberi kerja terutama mengenai upah 

minimum yang harus diberikan oleh pemberi kerja yang tidak boleh 

dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Samosir. Namun sebagaimana 

disebutkan diatas bahwa Perjanjian Kerja tersebut disepakati atau hanya 
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dibuat secara lisan sesaat sebelum pekerja akan memulai pekerjaannya di 

perusahaan tersebut. Hal ini secara khusus pada perusahaan kecil dan 

menengah, namun untuk perusahahaan besar pada umumnya sudah 

memiliki Peraturan Perusahaan dan perjanjian kerjanya dan tercatat di Dinas 

Ketenagakerjaan sesuai kev.'enangannya, jika perusahaan tersebut berada 

dalan satu wilyah Kabupaten Samosir maka didaftarkan di Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir, jika wilayah kerjanya berada pada 

lintas kabupaten di Propinsi Sumatera Utara maka didaftarkan di Dinas 

Tenaga Kerja Propinsi Saumatera Utara. 

f Peraturan Perundang- Undangan Ketenagakerjaan 

Pembentukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 

dipandang sangat penting dibuat untuk memberi kemudahan bagi 

stakeholder terkait bila terjadi perselisihan ketenegakerjaan di kemudian 

hari terutama bagi Dinas Ketenagakerjaan di daerah. Namun menurut data 

Dinas Ketenagakerjaan mengatakan bahwa : 

"Sampai saat ini belum ada Produk Hukum baik PERDA maupun 
PERBUP yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Kabupaten 
Samosir tennasuk dalam ha! perlindungan upah." 

Semua regulasi tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Samosir masih 

mengacu kepada regulasi dari pemerintah pusat yakni Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah serta 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Tentu hal tersebut dapat merupakan 

salah satu fak.tor pemicu lemahnya pelaksanaan perlindWlgan 

ketenagakerjaan di Kabupaten Samosir khususnya dalam hal pengupahan. 
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g. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) 

di1naksudkan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam 

hubungan industrial. penyelesaian perselisihan wajib dilaksanakan oleh 

pekerja dan pengusaha secara musyawarah untuk mufakat. 

Hingga saat ini Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir belum 

memiliki Tenaga Fungsional mediator yang berfungsi untuk memediasi 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial terutama dalam hal 

pengupahan, sehingga ketika ada perselisihan hubungan industrial harus 

dilimpahkan ke Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara di Medan. 

Akan tetapi sering terjadi perselesihan hubungan industrial disuarakan 

oleh para pekerja/serikat pekerja/serikat buruh terkait ketidaksesuaian 

pengupahan di Kabupaten Samosir sebagaimana ungkapan ketua SPSI yang 

mcngatakan bahwa: 

"Sangat banyak perselisihan hubungan industrial terjadi di Kabupaten 
Samosir, tetapi ketika lembaga-lembaga indikator ketenagakerjaan ini 
tidak maksimal, masyarakat maupun pekerjanya dengan segala 
keterbatasan SDM nya tidak tau harus bicara kepada siapa. Dan sangat 
banyak persoalan yang tidak terungkap ke permukaan baik itu 
mengenai pekerjaan yang terzolimi haknya yang tidak terpenuhi dan 
kesejahteraannya yang tidak terjamin. Sudah sering hal ini kita 
suarakan, termasuk pada saat pembahasan DEPEDA dan pada saat 
forum LKS Tripartit kita sudah sering menyuarakan dan bahkan 
melakukan "walk out" untuk penundaan dan perbaikan system 
ketenagakerjaan di Kabupaten Samosir ini, namun menjaga 
kekondusifan semua pihak, mengingat ini adalah tanggung jawab 
moral bersama dengan ini saya sebagai ketua SPSI berpikir bijak, 
mungkin kami harus membenahi ini dengan upaya yang ekstra seiring 
berjalannya waktu." 

Namun secara resmi pengaduan PHI terkait tentang pengupahan 

minimum belum pernah ada tercatat dan terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan 
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Kabupaten Samosir sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Seksi 

Pengendalian dan Perlindungan Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir : 

"Belum pemah ada pencatatan/pendaftaran pengaduan PHI terkait 
pengupahan minimum, akan tetapi pencatatan pengaduan PHI terkait 
PHK sepihak baru-baru ini pemah terjadi." 

Ketiadaan pengaduan perselisihan hubungan industrial khususnya 

mengenai perselisihan hak berupa ketidaksesuaian pembayaran upah 

merupakan salah satu faktor penyebab lemahnya pemenuhan UMK. 

4. Hasil Pelaksanaan Pengawasan Kctenagakerjaan Terhadap 
Pemenuhan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Samosir 

Dalam bidang ketenagakerjaan khususnya dalam pengupahan, 

pemerintah memiliki kewenangan sebagai regulator (pembuat kebijakan), 

pembinaan dan pengawasan dalam hal memberi perlindungan dan 

pengawasan terhadap para pekerja/buruh dari menerima upah yang rendah. 

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pengawasan ketenagakerjaan 

cenderung berat sebelah. Kewenangan yang ada pada Pemerintah Pusat 

adalah penetapan system dan pengelolaan personal, kewenangan yang ada 

pada daerah provinsi adalah penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. 

Sedangkan daerah kabupaten/kota sama sekali tidak men1iliki kewenangan 

apapun dalam urusan pengawasan ketenagakerjaru1 selain pembinaan. 

Sistem inilah yang acap kali disebut dengan istilah "sentralistik terbatas" 

"Sentralistik" itu maksudnya terpusat, dan ''terbatas" itu maksudnya dibatasi 

hanya pada daerah provinsi. Jadi, urusan pengawasan ketenagakerjaan yang 
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sebelun1nya tersebar di semua tingkatan pemerintahan, sekarang dipusatkan 

di daerah propinsi, yaitu dalam hal penyelenggaraannya. 

Sebagai konsekuensi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat daerah serta Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Struktur dan Organisasi 

Perangkat Daerah di Bidang Ketenagakerjaan, bahwa kewenangan 

pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebelumnya dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten 

Samosir, dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sudah dilaksanakan 

oleh Pemerintah Daerah Propinsi melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengawasan Ketenagakerjaan. 

Muh. Hanif Dhakiri, selaku Menteri Ketenagakerjaan RI, saat membuka 

Rapat Koordinasi Nasional Pengawas Ketenagakerjaan Tahun 2014 di 

Jakarta pada Selasa malam (18/11/2014) mengatakan: 

"Pemerintah melakukan upaya pembenahan penyelenggaraan 
pengawasan ketenagakerjaan di daerah-daerah dengan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagai revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, urusan pengawasan 
ketenagak:erjaan merupakan urusan wajib dan bersifat konkuren antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Diperlukan 
penataan organisasi pengawasan ketenagakerjaan, penempatan tenaga 
pengawas ketenagakerjaan, dan penegakan hukum agar pengawasan 
ketenagakerjaan berjalan optimal dar1 tidak menjadi komoditas politik 
di daerah. Selarna ini, pelaksanaan otonomi daerah masih menjadi 
kendala pengawasan ketenagakerjaan di daerah. Hal ini menyebabkan 
Pemerintah Pusat clan Pemerintah Provinsi tidak dapat mengendalikan 
penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. 
Oleh karena itu, berdasarkan larnpiran Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 disebutkan penetapan sistern pengawasan 
ketenagakerjaan dan pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan 
menjadi urusan Pernerintah Pusat, sedangkan kewenangan 
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• 

penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan menjadi urusan 
Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan aturan barn itu, pembagian tugas 
dan kewenangan dalam pengawasan ketenagakerjaan rnenjadi Iebih 
jelas. Dengan demikian, keberhasilan dan suksesnya penyelenggaraan 
pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia menjadi tanggung jawab 
Pemerintah Pusat. Dengan berjalannya penyelenggaraan pengawasan 
ketenagakerjaan secara optimal, efektif dan efisien maka perlindungan 
terhadap pekerja akan meningkat. Pekerja akan memperoleh hak
haknya sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. 
Hal lain yang mendesak untuk dibenahi adalah revolusi mental 
pengawas ketenagakerjaan. Kehadiran pengawas ketenagakerjaan itu 
untuk memastikan pemenuhan hak dasar pekerja/buruh, sehingga 
dapat tercipta hubungan industrial yang harmonis, yang pada akhirnya 
dapat menjamin iklim investasi yang kondusif, mengurangi 
pengangguran dan terjaminnya keberlanjutan perusahaan. Revolusi 
mental di bidang ketenagakerjaan ini merupakan inisiatif yang 
dikernbangkan untuk rnemastikan bahwa tata kelola bidang 
pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia bisa lebih baik. Jumlah 
pegawai pengawas ketenagakerjaan masih sangat kurang dan tidak 
sesuai dengan jumlah perusahaan swasta dan BUMN yang ada. Lebih 
parahnya lagi, dari 514 kabupatenlkota di Indonesia, 155 
kabupaten/kota belum n1emiliki pengawas ketenagakerjaan. 
Berdasarkan Data Kemnaker, jumlah pegawai pengawas 
ketenagakerjaan seluruh Indonesia tercatat sekitar 1.507 orang untuk 
rnengawasi 265.209 perusahaan (berdasarkan Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan). Padahal kebutuhan pengawas ketenagakerjaan saat 
ini berjumlah 4.614 orang, sehingga kekurangan 3.1 OQ orang." 

Lebih lanjut Menteri Ketenagakerjaan RI, Muh. Hanif Dhakiri 

mengatakan : 

"Terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat berwenang menetapkan 
system pengawasan dan mengelola petugas pengawas 
ketenagakerjaan. Pemerintah Propinsi berwenang menyelenggarakan 
pengawasan ketenagakerjaan. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah memperkuat kembali pengawasan 
ketenagakerjaan di daerah. Ia mengakui selarna ini kualitas dan 
kuantitas pengawasan ketenagakerjaan di daerah kondisinya 
memprihatinkan. Kerjasama Kementerian dan Pemprov akan 
mengembalikan profesionalisme pengawasan ketenagakerjaan di 
daerah agar dapat bekerja secara maksimal, sehingga personilnya tidak 
bisa lagi dipindah-pindah sembarangan oleh Kepala Daerah tertentu, " 
ujar Hanif. Hanif menilai sejak UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah diberlakukan terjadi perubahan signifikan dalam 
pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Yakni penyelenggaraan 
yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi. Sehingga memberi 
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kewenangan besar kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk 
mengelola pengawasan ketenagakerjaan. "Namun aspek pengawasan 
ketenagakerjaan dalam era otonomi daerah yang dilaksanakan oleh 
kabupaten/kota, seringkali tidak berjalan optimal karena sering 
dipengaruhi oleh kepentingan praktis, menarik investasi dan 
kepentingan memperoleh Pendapatan Asli Daerah, " papar Hanif. 
Anggaran yang terbatas juga jadi kendala pengawasan 
ketenagakerjaan. Kemudian, tingkat mutasi pegawai yang tinggi serta 
penempatan pegawai tidak sesuai kompetensinya. Ditambah lagi tidak 
tersedianya sarana dan prasarana pengawasan ketenagakerjaan. 
"Kondisi ini dapat memperlemah perlindungan terhadap masyarakat 
dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan, sehingga dirasa perlu 
diperkuat kembali dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014" 

Seiring dengan pemyataan tersebut diatas, peneliti menanyakan apa 

dan bagaimana dampaknya pasca pengalihan kewenangan pengawasan 

ketenagakerjaan menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi rnelalui Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja 

Propinsi Sumatera Utara, Kepala Seksi Pengendalian dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Kabupaten Samosir mengatakan : 

"Hal inilah yang menjadi dilema atau kendala yang sangat serius bagi 
pemerintahan daerah untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan 
khususnya dalarn hal kepatuhan pemenuhan UMK. Kewenangan 
tersebut sudah dibatasi oleh peraturan, dimana pasca pengalihan 
pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan pemerintah 
propinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, maka para pengusaha tidak mau lagi untuk 
menghiraukan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Kabupaten 
Samosir." 

Apa yang dikatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan, justru berbanding 

terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pasca pengalihan 

kewenangan pengawasan ketenagakerjaan justru semakin meniadakan ruang 

gerak pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di daerah kabupaten. 

Dilihat dari faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu 

proses pengawasan, meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut : 
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a. Pengawasan Langsung Pemerintah Terhadap Pelaksanaan 
Pemenuhan UMK di Samosir 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan informasi bahwa 

UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera 

Utara melaksanakan pengawasan langsung dengan On The Spot 

Observation dalam mengawasi penerapan pemenuhan UMK di Kabupaten 

Samosir, sebagaimana diungkapkan oleh Pegawai UPT. Pengawas 

Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara sebagai berikut : 

"Pengawasan yang telah kita lakukan untuk mengimplementasi 
Keputusan Gubernur Nomor 188.441775/KPTS/2016 tentang 
Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Samosir Tahun 2017 
senilai Rp. 2.078.400,-, kita telah sosialisasikan kebijakan tersebut dan 
telah kita sampaikan kepada Badan Usaha yang ada di Kabupaten 
Samosir. Dalam arti kita sudah pernah koordinasi dengan ketua PHRI 
terkait kebijakan UMK tersebut." 

Namun pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas Dinas 

Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2017, masih minim 

pelaksanannya dikarenakan masih tahap a\val permulaan/masa transisi 

pengalihan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas 

Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Samosir ke UPT. Pengawasan 

Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara yang mulai diberlakukan sejak 

tanggal 1 Januari 2017. Hal ini terbukti ketika penulis mewawancarai 

frekuensi kunjungan pengawasan ketenagakerjaan ke Kabupaten Samosir, 

beliau mengatakan: 

"Untuk frekuensi kunjungan pengawas ketenagakerjaan, kita telah 
laksanakan dua kali setahun, yang pertama itu pembinaan, yang kedua 
itu pengawasan. Untuk saat ini kita laksanakan pembinaan yaitu 
sosialisasi dan untuk penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan." 
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Dari hasil wawancara tersebut diatas terungkap bahwa pengawasan 

yang dilaksanakan oleh pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten Samosir 

sangatlah minim sekali terlihat dari frekuensi kunjungan yang dilakukan 

yakni hanya 2 (dua) kali dalarn kurun waktu selama tahun dilaksanakannya 

penelitian. Luasnya wilayah kerja dan keterbatasan Sumber Daya Manusia 

menjadi alasan utama minimnya kunjungan dan pengawasan langsung (Jn 

The Spot Observation yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengawasan Ketenagakerjaan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. 

Berdasarkan Teori Pengawasan (Abdul Khakim,2003:125-126) 

pengawasan ketenagakerjaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah 

khususnya dalam hal pengupahan untuk menerapkan Upah Minimum 

Kabupaten (UMK) langkah awal yang harus dilakukan adalah sosialisasi 

kebijakan tersebut kepada seluruh pekerja dan pen1beri kerja. Tahapan 

selanjutnya adalah tahapan upaya pembinaan (preventive educative), yang 

ditempuh dengan memberi penyuluhan pada pekerja dan pengusaha agar 

mematuhi aturan kebijakan tersebut. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten dan Pemerintah Propinsi secara bersamaan demi keberhasilan 

implementasi kebijakan terSebut. 

Sebagaimana telah dituliskan pada bagian sebelumnya, bahwa salah 

satu fungsi pemerintah di bidang ketenagakerjaan adalah melakukan 

pembinaan/pengawasan ketenagakerjaan dalam memberi perlindungan 

terhadap tenaga kerja khususnya dalam hal pemberian upah minimum. 

Disinggung mengenai pelaksanaan ha! terse but, Managemen/HRD PT. 

Aquafann mengatakan : 
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"Secara langsung, pemerintah belum pemah masuk ke lokasi yang ada 
di wilayah kerja Kabupaten Samosir untuk melakukan hal tersebut 
baik dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Samosir, maupun 
Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini Pengawasan 
Ketenagakerjaan. Tapi barangkali langsung masuk ke kantor pusat di 
Ajibata Kabupaten Toba Samosir. Hanya saja setiap tahun pada saat 
sidang rapat Pleno DEPEDA Kabupaten Samosir tentang penentuan 
UMK, kami selalu dilibatkan dan diundang oleh Pemkab Samosir dari 
unsur pengusaha. Namun akhir-akhir ini tim audit dari Propinsi dan 
dari Jakarta sering datang untuk mengaudit tentang bagaimana 
sebenamya gaji tenaga kerja PT. AQUAFARM wilayah kerja 
Kabupaten Samosir, bagaimana mengenai Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja, mengenai jam kerja atau lembur. 

Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten 

Samosir diperoleh data bahwa sekitar 400 (empat ratus) orang tenaga kerja 

di perusahaan PT. Aquafarm Nusantara seluruhnya menerima upah sesuai 

dan bahkan jauh diatas UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah. PT. 

Aquafarm Nusantara n1erupakan Perusahaan Modal Asing (PMA) milik 

Negara Swiss yang memproduksi ikan nila dan beroperasi di Danau Toba, 

mampu mencapai keuntungan perusahaan yang sangat fantastis setiap 

tahwmya. Tentu saja ha! ini merupakan salah satu faktor utama sehingga 

perusahaan tersebut berhasil menerapkan implementasi kebijakan 

pemerintah terkait pemenuhan UMK bagi para pekerja. Jika dikaitkan 

dengan kunjungan pengawasan yang sangat minim ke perusahaan tersebut, 

dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa kemampuan financial perusahaan 

merupakan salah satu faktor utama dalam hal kepatuhan perusahaan untuk 

menerapkan kebijakan opemerintah tentang pemberian upah minimum 

sesuai UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah. melalui kebijakan 

Gubemur Sumatera Utara. 
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Dilain pihak peneliti menelusuri untuk menanyakan tentang 

kunjungan pembinaan dan monitoring serta evaluasi yang dilakukan oleh 

Dinas Ketenagakerjaan ke PT. Aquafarm Nusantara, mengatakan bahwa 

sering JUga dilakukan kunjungan pembinaan, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan penerapan UMK ke perusahaan tersebut, namun dilakukan 

secara langsung ke kantor pusat yang berada di Ajibata Kabupaten Toba 

Samosir. 

Terkait dengan kunjungan pengawasan yang dilakukan oleh 

Pengawasan Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara untuk mengawasi 

kebijakan pemerintah tentang pemenuhan UMK, peneliti menanyakan 

apakah ada kaitan antara kunjungan pengawasan tersebut dengan kepatuhan 

pengusaha untuk menerapkan UMK, beliau mengatakan : 

"Sesudah datang tirn audit dari Propinsi atau Jakarta, ada perubahan 
dengan berupaya untuk melaksanakan apa yang dikatakan oleh Dinas 
Perikanan atau Dinas Ketenagakerjaan, perusahaaan berusaha untuk 
melaksanakan11ya. Contohnya, bagaimana mengenai upah lembumya 
dan kesehatan kerjanya, itu bisa kami rombak, bagaimana mengenai 
teknik kerjanya, waktu kerjanya, pokoknya apa yang dibilang oleh 
pemerintah kepada kita PT. Aquafann, tetap kita laksanakan dengan 
bagus." 

Ditanya mengenai apakah pegawai pengawas ketenagakerjaan sudah 

pemah melakukan penindakan/pemberian sanksi terhadap para pengusaha di 

Kabupaten Samosir bagi yang tidak menerapkan UMK beliau mengatakan : 

"Untuk point ketiga, sampai saat ini kita belum pernah rnelakukan 
sanksi kepada pengusaha yang tidak menerapkan UMK. Karena 
sampai saat ini kita masih pada tahap melakukan sosialisasi dan 
pembinaan terhadap pelaksanaan UMK di Kabupaten Samosir." 

Demi tercapainya keberhasilan suatu implementasi kebijakan 

pemerintah tentang penerapan ketentuan pemberian UMK sesuai kebijakan 
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pernerintah yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu cara untuk 

menimbulkan kejeraan bagi para pengusaha yang melakukan pelanggaran 

UMK, untuk itu diperlukan sebuah sanksi atau hukurnan bagi para 

pengusaha yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Tindakan refresif non yustisial, yang ditempuh dengan memberikan 

peringatan tertulis nota pemeriksaan kepada pimpinan perusahaan apabila 

ditemui pelanggaran, di samping juga memberikan petunjuk secara lisan 

pada saat pemeriksaan. Demikian juga halnya tindakan refresif yustisial, 

sebagai alternative terakhir dan dilakukan melalui lembaga peradilan. Upaya 

ini ditempuh bila pegawai pengawas sudah melakukan pembinaan dan 

memberikan peringatan, tetapi pengusaha tetap tidak mengindahkan maksud 

pernbinaan tersebut. Dengan demikian, pegawai pengawas sebagai Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berke\vajiban melakuka11 penyidikan dan 

menindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (KUHP). 

Namun kedua tindakan tersebut diatas yakni tindakan refresif non 

yustisial dan tindakan refresif yustisial belum pernah dilakukan oleh 

pengawas ketenagakerjaan bagi para pengusaha yang tidak taat aturan 

pemberian upah sesua UMK kepada pekerja. Meski sebenarnya pemberian 

sanksi atau penindakan yang seharusnya dilakukan oleh pegawai pengawas 

ketenagakerjaan terhadap para pengusaha yang tidak patuh akan aturan 

UMK merupakan suatu dilema bagi para pengawas ketanagakerjaan namun 

dengan ketiadaan pemberian sanksi terhadap pengusaha yang tidak taat 

aturan UMK menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya pelaksanaan 

implementasi kebijakan pemerintah tentang kepatuhan pemenuhan UMK. 
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Namun pemberian sanksi bahkan penindakan merupakan tindakan yang 

sangat sulit bagi pengawas karena pada umumnya perusahaan yang tidak 

menerapkan UMK adalah para pengusaha UMKM. Sebagaimana juga telah 

diutarakan oleh para pengusaha jika harus menerapkan aturan UMK maka 

akan banyak perusahaan yang akanfailed dan bangkrut sehingga perusahaan 

tersebut harus tutup dan gulung tikar, tentunya ha! ini akan menimbulkan 

masalah baru yakni bertambahnya jumlah pengangguran. Sebagaimana 

diutarakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan : 

"Pada saat kita melakukan kunjungan pengawasan ketenagakerjaan di 
Kabupaten Samosir, kita ada koordinasi dengan pengusaha/badan 
usaha dan bertemu langsung dan telah kita ketahui beberapa ha! yang 
menjadi kendala dalam perolehan UMK di Kabupaten Samosir antara 
lain kemampuan keuangan badan usaha itu untuk mengikutkan 
seluruh tenaga kerja nya untuk memenuhi UMK. Dari kemampuan 
income nya atau dari banyaknya biaya-biaya operasional dari usaha 
tersebut. Terutama bagi para pengusaha pengusaha UKM. Akan tetapi 
bagi perusahaan besar pada umumnya telah memenuhi UMK sesuai 
kebijakan pemerintah tentang UMK Tahun 2017, dan tidak ada 
kendala bagi perusahaan besar untuk patuh terhadap pemenuhan 
UMK." 

Di konfirmasi mengenai adanya perusahaan yang tidak melaksanakan 

perlindungan sesuai dengan U11dang-Undang Nmor 13 Tahun 2003, beliau 

menanggapi bahwa hal tersebut biasa terjadi pada perusahaan mikro, kecil 

clan mengah. Sepanjang pemberian perlindungan upah tersebut tidak 

menimbulkan konflik antara pengusaha dan pekerja, pihak pengawas tidak 

akan melakukan tindak.an apapun terhadap pengusaha pada perusahaan yang 

bersangkutan, asalkan perlindungan upah yang tidak sesuai dengan 

peraturan tersebut masih dalam taraf kewajaran (yaitu tidak terlalu minim 

terhadap yang dikerjakan dan basil yang dicapai dengan kebutuhan pekerja) 

dan pekerj a dapat menerima upahnya tru1pa ad.a konflik dalam perusahaan. 
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Apabila suatu perusahaan di wajibkan untuk melaksanakan memberikan 

upah sesuai peraturan, maka banyak perusahaan di daerah yang tidak 

sanggup memcnuhinya kemudian berdampak pada penutupan perusahaan 

atau pengurangan tenagakerja yang kemudian menimbulkan banyak 

pengangguran baru. 

Peneliti menanyakan bagaimana hubungan antara pengaruh 

pengawasan ketenagakerjaan dengan pemenuhan UMK bagi para pekerja di 

PT. Aquafann Nusantara, beliau kembali mengungkapkan ha! yang sama: 

"Sepanjang kemampuan financial atau kemampuan keuangan 
perusahaan cukup bagus dan mapan, maka perusahaan akan sanggup 
dan patuh serta taat akan kebijakan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah tentang system pengupahan minimum di Kabupaten 
Samosir. Dalam arti pemberian upah kepada pekerja berdasarkan 
kemampuan keuangan perusahaan, bukan karena pengaruh 
pengawasan ketenagakerjaan. Dan kebetulan kemampuan keuangan 
financial perusahaan cukup mapan sehingga mampu memberikan 
upah pekerja sesuai UMK bahkan di atas UMK." 

Dari penjelasan diatas boleh dikatakan bahwa kemampuan 

keuangan/financial perusahaan merupakan faktor utama sehingga para 

pengusaha mau dan mampu untuk mengimplementasikan kebijakan 

pemerintah tentang pemberian upah sesuai UMK kepada para pekerja. 

Demikian juga halnya dengan PT. Aquafarm Nusantara merupakan salah 

satu perusahaan besar (PMA) di Kabupaten Samosir yang memiliki 

kemarnpuan financial yang cukup ma pan sesuai penuturan managemen PT. 

Aquafarm Nusantara. 

Berbeda halnya dengan Ketua PHRI memberi tanggapan tentang 

apakah ada pengaruh pengawasan pemerintah khususnya pengawasan 

130 

44195

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



ketenagakerjaan terhadap implementasi kebijakan pemerintah tentang 

pemenuhan UMK, beliau mengatakan : 

"Pasti ada lah pegaruhnya. Mungkin juga ada instrumen seperti denda 
atau malah ancaman/penindakan supaya orang lebih sadar. Tapi kalau 
boleh masukan agar evaluasi kembali karena untuk tahun ini UMK 
nya sangat besar, belum lagi untuk bayar pajak 10 o/o dari omset, nanti 
habis ke gaji semua, karena disini pun tidak ada biayat untuk 
transportasi, tidak seperti di kota. Mungkin bisa di stel kembali UMK 
nya berdasarkan regulasi. Kadang-kadang tenaga kerja terancam 
dikeluarkan kalau gak sanggup bayar gajinya. Coba tadinya kita 
pelihara 10 orang dengan gaji Rp. l .500.000,-/bulan tiba tiba dipaksa 
kita untuk bayar sesuai UMK, mungkin dari I 0 orang tadi hanya 
sanggup bertahan 5 orang saja. Kita juga hams menghindari hal 
seperti itu, yakni penguranganan tenaga kerja akibat kepatuhan 
pemenuhan UMK." 

Lebih tegas lagi Ketua SPSI menyatakan ha! senada dengan Ketua 

PHRI: 

"Sebenarnya sangat banyak pengaruh pengawasan ketenagakerjaan 
terhadap kepatuhan pengusaha untuk menerapkan UMK, tapi dala1n 
penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan, disitu juga jelas diurai 
agar penerapan ketentuan penerapan ini tidak kaku, ada tahapan
tahapan penangguhan melalui perjanjian kerja bersarna apabila 
pengusah belum mampu menerapkan UMK di Samosir. Pengawasan 
yang tidak berjalan tidak maksimal sangat berdampak pada lini dan 
sektor-sektor lain baik penerapannya, kesejahteraannya baik 
produktifitas kerjanya dan tentu berdarnpak juga bg pengusahanya 
karena besaran upah yang dilakukan oleh pengusaha yang tetap 
mengharapkan produktitifas kerja yang setinggi-setingginya narnun 
dengan situasi kesejahteraan yang tidak terjarnin penggajiannya yang 
tidak jelas dan pengawasan yang tidak akurat sehingga darnpaknya ini 
bisa terjadi di tengah masyarakat ini. Dalam arti pengawasan 
ketenagakerjaan terutama dalarn hal pemenuhan UMK Samosir yang 
sa11gat-sangat tidak maksimal." 

Dibalik semua permasalahan tentang pemenuhan UMK yang tidak 

sesuai bagi para pekerja, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 

mengatakan : 

"Harapan saya selaku ketua SPSI, marilah agar pemerintah mulai 
berbenah, berikan contoh kepada masyarakat, organisasi pengusaha 
mengenai bagairnana seharusnya ketentuan pengupahan ini sehingga 
ketika pernerintah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap 
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pihak-pihak yang terkait dengan ketenagakerjaan bisa lebih maksimal 
baik dampaknya dan tindakan nyatanya kepada seluruh pihak baik 
pengusaha maupun pekerjanya/serikat pekerjanya khususnya 
menyangkut produktifitas kerja, karena peningkatan produktifitas 
kerja bisa dilakukan apabila penghidupan yang layak dan 
kesejahteraan pekerjanya terjamin." 

"Saya sangat bcrharap khususnya mengenai aspek ketenagakerjaan di 
Samosir mengingat ini merupakan tanggungjawab semua pihak sesuai 
amanat UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 
amanat UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, saya 
selaku ketua SPSI merasa paling bertanggung jawab dalam hal 
pembenahan ketenagakerjaan ini, namun seperti apapun semangat 
yang kami lakukan untuk melakukan pembenahan ketenagakerjaan 
ditengah masyarakat tanpa didukung oleh dua indikator lainnya yakni 
pemerintah selaku fasilitator dan organisasi pengusaha sebagai mitra 
kerja kami semua upaya ini sia sia. Oleh sebab itu kami sangat 
mengharapkan kedepan adanya evaluasi dan untuk peningkatan 
pengawasan dan penerapan UMK di Samosir. 

Pada umumnya pemberian upah tenaga kerja di Kabupaten Samosir 

khususnya kalangan pengusaha UMKM belum sesuai Upah Minimum 

Kabupaten (UMK) sebagaimana telah ditetapkan dalam kebijakan 

pemerintah melalui Surat Keputusan Gubemur Sumatera Utara Nomor 

188.441775/KPTS/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten 

(UMK) Samosir Tahun 2017. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal 

seperti tinginya nilai ataupun besaran UMK yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah, faktor skill/keahlian pekerja, terutama faktor kemarnpuan 

financial/keuangan perusahaan. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, 

dipandang kurang tepat untuk diterapkan bagi para kalangan pengusaha 

khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sebab 

kebijakan tersebut dianggap sangat memberatkan, dan jika kebijakan 

tersebut dipaksakan untulc diterapkan maka banyak pengusaha yang akan 
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bangkrut dan akan gulung tikar dan pasti akan menimbulkan dampak negatif 

yang baru yakni menimbulkan pengangguran baru. 

Oleh sebab itu system pengupahan yang paling tepat adalah 

pemberian upah berdasarkan teori upah menurut pertambahan produk 

marginal (Teori Neo Klassik). Dimana dalam teori ini karyawan 

memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah 

dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan usaha kerja (produktivitas) yang 

diberikan oleh tenaga kerja, artinya pada teori ini dapat diketahui bahwa 

Teori Neo Klasik didasarkan pada asas nilai pertambahan basil faktor 

produksi. Dimana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi 

yang diterima pengusaha dari karyawannya. Teori Neo Klasik menganggap 

bahwa upah cukup fleksibel di pasar tenaga kerja, sehingga pennintaan 

tenaga kerja selalu seimbang dengan pe11awaran tenaga kerja dan tidak ada 

kemungkinan timbulnya pengangguran. Artinya pada tingkat upah rill 

semua orang yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah tersebut, maka 

akan memperoleh pekerjaan. Karena pada dasamya mereka yang 

menganggur, hanyalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat 

upah yang berlaku. Jadi mereka ini adalah penganggur yang sukarela. 

b. Pengawasan Tidak Langsung Pemerintah Terhadap Pelaksanaan 
Pemenuhan UMK di Samosir 

Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 terkait pengalihan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan 

maka harus dilakukan serah terima atas segala personel, pendanaan, sarana 

dan prasarana serta dokumen-dokumen dari Pemerintah Kabupaten Samosir 
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melalui Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Samesir ke Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja 

Prepinsi Sumatera Utara, salah satunya adalah tentang pelaksanaan Wajib 

Laper Ketenagakerjaan di Perusahaan. Bahwa dalam melaksanakan 

kebijaksanaan di bidang perlindungan tenaga kerja, sebagai kebijaksanaan 

pekek yang bersifat menyeluruh, diperlukan data yang dapat memberikan 

gambaran mengenai ketenagakerjaan di perusahaan, dan untuk mendapatkan 

data tersebut, setiap pengusaha atau pengurus perlu melaperkan mengenai 

ketenagakerjaan di perusahaannya masing~masing. Dalam hal ini UPT. 

Pengawasan Ketenagakerjaan Prepinsi Sumatera Utara juga melaksanakan 

fungsi pengawasan tidak langsung dengan memberlakukan Wajib Laper 

Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Data yang wajib dilaperkan antara 

lain mengena1 identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, 

perlindungan tenaga kerja dan kesempatan kerja. 

Namun akibat pengalihan kewenangan tersebut data dan infermasi 

tentang ketenagakerjaan menjadi sangat sulit untuk dipereleh Dinas 

Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Samesir. Dimana pasca pengalihan 

kewenangan pengawasan ketenagakerjaan ke Pemerintah Propinsi Sumatera 

Utara yang pelaksanaanya secara resmi mulai diberlakukan terhitung mulai 

tanggal 1 Januari 2017, maka seluruh pengusaha diwajibkan untuk 

menyampaikan Wajib Laper Ketenagakerjaan di Perusahaan ke Prepinsi 

Sumatera Utara melalui UPT. Pengawas Ketenagakerjaan. Maka informasi 

tentang ketenagakerjaan di perusahaan tidak lagi disampaikan ke Dinas 

Ketenagkerjaan Daerah Kabupaten Samosir sehingga akan rnenyulitkan bagi 
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Pemerintah Kabupaten untuk mengetahui informasi terbaru atau data 

tentang ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan. Namun menurut 

pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara, bahwa 

WLKP tersebut juga tidak ada disarnpaikan oleh para pengusaha dari 

Kabupaten Samosir, sehingga Pegawai UPT. Pengawas Ketenagakerjaan 

menyatakan bahwa dengan tidak adanya serah terima berkas data/dokumen 

tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Samosir merupakan salah satu faktor 

penghambat pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi pengawasan secara 

maksimal. Dan tentu saja hal ini akan berdampak terhadap lemahnya upaya 

perlindungan bagi tenaga kerja terutama dalam hal pengawasan penerimaan 

upah yang diterima. 

Demikian juga halnya koordinasi antara Dinas Ketenagakerjaan 

Daerah Kabupaten Samosir dengan UPT. Pengawasan Ketenagakerjan 

Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara sama sekali menjadi 

terputus akibat pengalihan kewenangan tersebut : 

"Sampai sejauh ini, belum pemah ada koordinasi antara Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Samosir dengan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan 
Pemerintah Propinsi Sumatera Utara selaku pihak yang berwenang 
dalam melaksanakan fungsi pengawasan ketenagak.erjaan khususnya 
pengawasan pemenuhan UMK di Kabupaten Samosir. Demikian juga 
halnya dengan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan tidak lagi 
dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten, akan tetapi 
sudah langsung secara on line ke Dinas Ketenagakerjaan Propinsi, 
sehingga sangat men)Lilitkan bagi Dinas Ketenagakerjaan Daerah 
Kabupaten untuk memantau kondisi ketenagakerjaan di perusahaan 
terutama pembayaran upah dan jumlah pekerjanya guna pembinaan 
lebih lanjut." 

Dari pernyataan diatas diperoleh informasi bahwa tidak adanya 

koordinasi yang baik antara Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir 

selaku Pembina Ketenagakerjaan di Daerah dengan Dinas Tenaga Kerja 
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Propinsi Sumatera Utara selaku UPT Pengawas Ketenagakerjaan. Demikian 

juga halnya Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan tidak lagi 

dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten, akan tetapi sudah 

langsung secara on line ke Dinas Ketenagakerjaan Propinsi, sehingga sangat 

menyulitkan bagi Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten untuk 

mengetahui kondisi ketenagakerjaan di perusahaan terutama pembayaran 

upah danjumlah pekerjanya. 

Pelaksanaan pemenuhan UMK di Samosir tidak berjalan dengan 

optimal dikarenakan lemahnya pengawasan baik pengawasan langsung 

maupun pengawasan tidak langsung. Minimnya kunjungan pengawasan 

yang dilaksanakan oleh para pengawas ketenagakerjaan, dan tidak adanya 

sanksi/penindakan bagi para pengusaha yang tidak menerapkan UMK. 

Demikian juga halnya tidak ada penindakan/sanksi bagi perusahaan yang 

tidak melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan serta 

minimnya koordinasi antara Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten 

Samosir selaku pembina ketenagakerjaan di daerah kabupaten dengan UPT. 

Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara merupakan faktor 

pemicu lemahnya pemenuhan UMK di Kabupaten Samosir. Namun secara 

khusus bagi pengusaha UMKM, faktor financial merupakan faktor utama 

pemicu lemahnya pemenuhan UMK Samosir. 

Untuk optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut 

harus didukung oleh sarana, prasarana serta dukungan dana yang memadai 

sebagaimana diungkapkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagai berikut : 

"Kurangnya fasilitas yang kita miliki dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan dan juga personil Sumber Daya Manusia yang sangat 
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m1n1m dan jarak tempuh antara kantor UPT dengan Kabupaten 
Samosir dan juga masa transisi pengalihan ketenagakerjaan dari 
kabupaten ke propinsi mulai diberlakukan sejak I Januari 2017, 
sehingga kita sangat minim informasi tentang data badan 
usaha/jumlah perusahaan dan alamat perusahaan yang disampaikan 
oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir tidak secara jelas 
diserahkan ke UPT Pengawasan Ketenagakerjaan. Dan itu menjadi 
salah satu masalah/kendala juga bagi para pengawas dalam 
melaksanakana tupoksinya secara maksimal di daerah tersebut. Dalam 
arti tidak adanya serah terima berkas sejak dari awal pelaksanaan 
pengalihan pengawasan ketenagakerjaan terutama data Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan di Perusahaan Kabupaten Samosir ." 

Ungkapan tersebut diatas menjadi gambaran yang jelas mengapa 

pihak perusahaan atau pengusaha kurang memiliki kesadaran untuk 

melakukan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yang mengakibatkan 

lemahnya fungsi pengawasan tidak langsung. 

Jadi jelaslah bahwa pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan 

pemenuhan UMK di Samosir tidak berjalan dengan optimal dikarenakan 

minimnya kunjungan pengawasan yang dilaksanakan oleh para pengawas 

ketenagakerjaan, dan tidak adanya sanksi/penindakan atau shock terapy bagi 

para pengusaha yang tidak menerapkan UMK serta tidak adanya 

sanksi/penindakan bagi pengusaha yang tidak melaksanakan Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan di Perusahaan, demikian juga halnya minimnya koordinasi 

antara Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Samosir selaku pe1nbina 

ketenagakerjaan dengan UPT. Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi 

Sumatera Utara. 

Sebagaimana menurut T eori George C. Edward III menyatakan bahwa 

dukungan sumber daya dan sumber dana (pemberian insentif) merupakan 

faktor penentu keberhasilan suatu implementasi kebijak:an pemerintah. 

Faktor tersebut merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar mereka 
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mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan program 

kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan 

tersebut. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka 

implementasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, efektif 

dan efisien. Oleh sebab itu untuk optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan 

pengawasan tersebut harus didukung oleh sarana, prasarana serta dukungan 

dana yang memadai dan juga ha! tersebut diatas menjadi gambaran yang 

jelas pelemahan fungsi pengawasan ketenagakerjaan, ditambah lagi jarak 

tempuh yang sangat jauh antara kantor UPT. Pengawas Ketenagakerjaan 

Propinsi Sumatera Utara yang berdomisili di Kabanjahe Kabupaten Karo 

dengan Kabupaten Samosir dengan jarak tempuh sekitar 140 kilometer dan 

waktu tempuh sekitar 4 (empat) jam sementara jumlah jumlah personil 

pegawai pengawas ketenagakerjaan yang ada hanya berjumlah 7 (tujuh) 

orang untuk luas wilayah mencakup 6 (enam) Kabupaten/Kota : Karo, 

Simalungun, Siantar, Dairi, Humbang Hasundutan dan Samosir. 

5. Faktor-Faktor yang Menghambat Optimalisasi Pelaksanaan 
Pengawasan Ketenagakerjaan di Kabupaten Samosir dan Solusinya 

Proses perneriksaan di lapangan pada kenyataannya tidak selalu 

berjalan sebagaimana yang telah direncanakan, hal tersebut disebabkan 

karena adanya hambatan-hambatan yang timbul dalam pelak.sanaan 

pengawasan sehingga mengakibatkan terganggunya proses pengawasan di 

lapangan. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya sebagai berikut : 

I. Dalam melakuk:an pemeriksaan terhadap perusahaan, informasi data yang 

diperlukan tidak lengkap. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya serah 
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teri1na berkas pasca pengalihan kewenangan pengawasan 

ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Samosir 

ke UPl'. Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal 

1n1 data dan informasi ketenagakerjaan dari setiap badan 

usaha/perusahaan selama ini dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan 

Daerah Kabupaten Samosir melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan di 

Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang 

Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan tidak diserahkan ke UPT. 

Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara, sebagai bahan 

pedoman dalam melaksanakan pengawasan. Demikianjuga halnya Wajib 

Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) untuk Tahun 2017 sudah 

dialihkan ke UPT. Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara, 

nan1un badan usaha/perusahaan tidak melaksanakan hal tersebut. Dalam 

pengertian tahun 2017 merupakan masa transisi peralihan kewenangan 

pengawasan ketenagakerjaan dari Pemerintah Kabupaten Samosir ke 

Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Dimana di dalam Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan memuat tentang informasi data ketenagakerjaan di 

perusahaan tersebut antara lain data badan usaha/jumlah perusahaan, 

persebaran perusahaan, alamat perusahaan, jumlah tenaga kerja beserta 

upal1 yang diterima oleh para pekerja. Dan berdasarkan WLKP tersebut 

para petugas pengawas ketenagakerjaan dapat melak.ukan pembinaan clan 

pengawasan terhadap para pemberi kerja. Dan ketiadaan Data WLKP 

tersebut merupakan salah satu kendala/masalah bagi para pengawas 

139 

44195

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara 

maksimal di Kabupaten Samosir. 

2. Sulitnya pegawai pemerintah baik pegawai Dinas Ketenagakerjaan 

Daerah Kabupaten Samosir selaku pembina ketenagakerjaan di daerah 

maupun pegawai fungsional pengawas ketenagakerjaan Propinsi 

Sumatera Utara selaku pengawas ketenagakerjaan untuk bisa bertemu 

langsung dengan pimpinan perusahaan dikarenakan sedang keluar atau 

tidak ada di tempat untuk alasan keperluan tertentu. Sehingga 

pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh 

pemerintah sering gag al a tau kurang lancar. 

3. Kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana serta anggaran yang dimiliki 

dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan ketenagakerjaan; 

4. Personil Sumber Daya Manusia tenaga fungsional pengawas 

ketenagakerjaan yang sangat minim atau terbatas sehingga tidak 

sebanding dengan jumlah perusahaan yang akan di periksa. 

5. Jarak tempuh antara kantor UPT Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah VI 

yang berdomisili di Kabanjahe Kabupaten Karo dengan Kabupaten 

Samosir sangat jauh, mengakibatkan lemahnya pengawasan 

ketenagakerjaan yang dilaksanakan. 

Hambatan-hambatan yang dialami Pengawas Ketenagakerjaan 

Propinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan pemenuhan upah 

minimum, dapat diatasi dengan cara: 

1. Meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi yang baik antara 

Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Samosir dengan UPT. 
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Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara dalam ha! 

pelaksanaan Wajib Lapar Ketenagakerjaan di perusahaan, dimana Dinas 

Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Samosir bisa menjadi perpanjangan 

tangan UPT. Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara dalam 

ha! pelaksanaan pembinaan dan ketenagakerjaan seperti menyampaikan 

laporan pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan di daerah. 

2. Apabila pada waktu melakukan kunjungan, pemeriksaan, pimpinan 

perusahaan sedang keluar atau tidak ada di tempat, maka pegawai 

pengawas akan memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan yang 

berisi antara lain waktu yang diperjanjikan, tempat dan data-data yang 

diperlukan kepada pihak perusahaan. 

3. Mempergunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada, menunggu ada 

penganggaran untuk tahun anggaran selanjutnya. 

4. Memberdayakan personil SDM tenaga fungsional pengawas 

ketenagakerjaan yang ada dan mengusulkan agar pegawai yang ada di 

Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Samosir yang sudah pemah 

mengikuti Diklat Pengawasan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan dan 

Pengawasan Ketenagakerjaan untuk ditarik kembali menjadi Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara, paling tidak bisa 

sebagai perpanjangan tangan Pengawasan Ketenagakerjaan Propinsi 

Sumatera Utara di Daerah Kabupaten Samosir. 
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5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Dinas 

Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Samosir sebagai perpanjangan 

tangan pihak UPT. Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara. 

(Hasil wawancara dengan Bapak JP selaku pegawai UPT. Pengawas 
Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara). 

Dari penjabaran diatas jelas terlihat bahwa berhasil tidaknya suatu 

implementasi kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh 4 (empat) 

variabel sebagaiman dikemukakan dalam Teori lmplementasi Kebijakan 

Publik menurut George C. Edward, yakni faktor komunikasi, sumber daya, 

disposisi dan struktur birokrasi. Sementara jika dibandingkan antara teori 

dengan kenyataan di lapangan sangat jauh berbeda dengan apa yang 

diharapkan dalam teori tersebut. 
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A. KESIMPULAN 

BABV 

PENUTUP 

1. Peranan pemerintah dalam hal implementasi kebijakan system 

pengupahan minimum di Kabupaten Samosir dapat dikategorikan tidak 

terlaksana dengan optimal dan tidak efektif. Hal tersebut dapat terukur 

dari hal-hal sebagai berikut: 

a. Lemahnya pembinaan (preventive educative) yang dilaksanakan oleh 

Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Samosir, selaku pembina 

kctenagakerjaan di daerah akibat ketersediaan anggaran yang sangat 

terbatas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sangat minimnya 

pemberdayaan Sarana-sarana Hubungan Industrial seperti belum 

adanya LKS Bipartit di tingkat perusahaan, minimnya pemberdayaan 

LKS Tripartit sebagai sarana forum komunikasi, konsultasi dan 

musyawarah untuk membahas masalah ketenagakerjaan khususnya 

masalah pengupahan, belum adanya Produk Huk:um Daerah, Peraturan 

Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama/Perjanjian Kerja yang 

mengatur tentang perlindungan ketenagakerjaan. Pada umumnya 

perjanjian kerja hanya disepakati secara lisan pada saat akan memulai 

hubungan kerja terutama bagi para pengusaha kecil dan menengah. 

b. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja 

Propinsi Sumatera Utara melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Pengawas Tenaga Kerja akibat keterbatasan fasilitas sarana dan 
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prasarana serta anggaran yang tidak memadai. Hal ini dapat dilihat 

dari: 

};;>- Minimnya frekuensi kunjungan pengawasan sccara langsung (On 

The Spot Observation) yang bertujuan untuk melihat dan 

mengetahui secara langsung bagaimana kondisi ketenagakerjaan di 

lapangan khususnya mengenai implementasi kebijakan pemerintah 

tentang pemenuhan Upah Minimum Kabupaten (UMK). 

};;>- Pengawasan tidak langsung melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan 

di Perusahaan (WLKP) tidak terlaksana sehingga pengawas 

ketenagakerjaan kesulitan untuk memperoleh infonnasi tentang 

identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan 

tenaga kerja dan kesempatan kerja. Hal tersebut diakibatkan 

karena masa transisi pengalihan pengawasan menjadi kewenangan 

Pemerintah Propinsi. 

};;>- Tindakan pengawasan ketenagakerjaan refresif non yustisia/ 

(peringatan tertulis nota pemeriksaan) dan juga refresif yustisia/ 

(altematif terak:hir yang dilakukan melalui lembaga peradilan) 

juga belum pemah dilakukan sebagai shock terapy bagi para 

pengusaha yang tidak taat akan aturan kebijakan pemerintah 

terkait pemberian upah sesuai besaran yang telah ditctapkan. 

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan penerapan 

implementasi kebijak:an pemerintah tentang system pengupahan 

minimum di Kabupaten Samosir serta solusi untuk mengatasi hambatan 

terse but adalah : 
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>- Luas wilayah kerja pengawasan yang terdiri dari Kabupaten Samosir, 

Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, 

Kabupaten Pakpak Bharat, tidak sebanding dengan minimnya jumlah 

personil tenaga fungsional pengawas ketenagakerjaan yang tersedia 

yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang. 

Solusi : Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara 

Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Samosir dengan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi 

Sumatera Utara. Dalam ha! ini Dinas Ketenagakerjaan Daerah 

Kabupaten Samosir diharapkan bisa sebagai perpanjangan tangan 

UPT Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara dalam 

menyampaikan infonnasi tentang penyimpangan nonna-norma 

ketenagakerjaan di daerah khususnya dalam hal perlindungan upah. 

>- Minimnya fasilitas sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia 

dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan ketenagakerjaan. 

Solusi : Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia 

serta mengusulkan alokasi anggaran yang cukup dan memadai demi 

peningkatan pengawasan ketegakerjaan. 

}> Tidak dilaksanakannya Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan 

(WLKP) yang berisi data badan usaha, jumlah perusahaan, persebaran 

perusahaan, alamat perusahaan, jumlah tenaga kerja beserta upah yang 

diterima oleh pekerja menyebabkan lemahnya pengawasan 

ketenagakerjaan sebab para pengawas ketenagakerjaan menjadi minim 

infonnasi tentang ketenagakerjaan perusahaan di Kabupaten Samosir. 
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So/usi : Meningkatkan intensitas pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan 

Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) oleh perusahaan 

secara on line. 

);>- Sulitnya pegawai pemerintah baik Dinas Ketenagakerjaan Daerah 

Kabupaten Samosir selaku Pembina ketenagakerjaaan di daerah 

maupun pegawai fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi 

Sumatera Utara selaku pengawas ketenagakerjaan untuk bisa bertemu 

langsung dengan pirnpinan perusahaan dengan alasan sedang keluar 

kota atau tidak berada di ternpat untuk keperluan tertentu. 

Solusi : Memberikan surat pernberitahuan kunjungan pernbinaan atau 

pemeriksaan yang berisi jadual waktu yang dipcrjanjikan, ternpat dan 

data-data yang diperlukan. 

B. SARAN 

1. Perlu kiranya keseriusan pemerintah baik Pemerintah Daerah melalui 

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sarnosir rnaupun Unit Pelaksana 

Tcknis (UPT) Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Propinsi 

Surnatera Utara untuk mengalokasikan anggaran yang cukup dan 

memadai untuk fasilitasi sarana dan prasarana, guna optimalisasi 

pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan secara 

efektif dan efisien. 

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga fungsional pengawas 

ketenagak.erjaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengawas 

Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Kementerian 

Ketenagakerjaan RI serta menarik kembali pegawai Dinas 
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ketenagakerjaan di daerah kabupaten yang telah pemah mengikuti Diklat 

Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan 

3. Meningkatkan sinergitas, komunikasi dan koordinasi yang baik antara 

Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Samosir dengan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera 

Utara untuk menekan penyimpangan norma-norma ketenagakerjaan di 

daerah khususnya dalam hal perlindungan upah. 

4. Kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 

1"ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pengalihan 

kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi dinilai terlalu 

dini untuk diterapkan mengingat keterbatasan Tenaga Fungsional 

Pengawas Ketenagakerjaan yang tidak memadai serta alokasi anggaran 

yang sangat minim. 
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Lampiran 1 

----~ 
UNIVERSITAS TERBUKA 

Informan 

Pengantar 

PEDOMAN WA WANCARA 

PENGA WASAN KETENAGAKERJAAN 
OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGA WASAN 

KETENAGAKERJAAN PROVINS! SUMATERA UTARA 
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH 

TENTANG SISTEM PENGUPAHAN MINIMUM 
DI KABUPATEN SAMOSIR 

Inisial Responden 
Pekerjaan/Jabatan 
Pendidikan Terakhir 

Kepala Seksi Pengendalian clan Perlindungan 
Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir 
Dihadapan Bapak/Ibu/Saudara, terdapat beberapa 
pertanyaan yang berkaitan dengan Pengawasan 
Ketenagakerjaan oleh Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi 
Sumatera Utara Dalam Implementasi Kebijakan 
Pemerintah Tentang System Pengupahan Minimum 
di Kabupaten Samosir. Penelitian mt 
diselenggarakan dalam rangka penyusunan Thesis 
pada Program Magister Administrasi Public di 
Universitas Terbuka UPBJJ Medan. Samosir. 
Erwin CS Sidabutar, SH 
PNS 
SI 

1. Apakah dasar pemberian upah bagi para pekerja di Kabupaten Samosir? 

2. Apakah kebijakan pemerintah tentang pengupahan minimum sudah 
dikomunikasikan sejak dari awal kepada para pengusaha agar diterapkan? 
Jika ya, bagaimana cara/metode komunikasinya kepada pengusaha dan 
pekerja? 

3. Apakah kebijakan pemerintah tentang pengupahan minimum sudab berhasil 
diimplementasikan o]eh para pengusaha di Kabupaten Samosir? Jika belum 
kendala-kendala dan faktor-faktor apa saja masalab yang mempengaruhi 
sehingga para pengusaha belum sanggup menerapkan UMK di Samosir? 

4. Bagi pengusaba yang belum bisa menerapkan UMK apakab ada 
mengajukan surat penangguban berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-Ol/MEN/I/2006 Tentang Pelaksanaan 
Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-
231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguban Pelaksanaan Upab 
Minimum? 

5. Bagaimana koordinasi antara UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas 
Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara dengan Dinas Tenaga Kerja, 
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarnosir dalarn hal 
pembinaan dan pengawasan penerapan UMK? 

151 

44195

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



6. Apa upaya tindak lanjut Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Samosir kepada para pengusaha yang tidak patuh 
terhadap penerapan implementasi UMK, pasca monitoring, evaluasi dan 
pembinaan terkait kepatuhan implementasi UMK? 

7. Apakah ada upaya perbaikan dari pengusaha untuk menerapkan UMK bagi 
para pekerjanya pasca kunjungan pembinaan ketenagakerjaan atau 
monitoring, evaluasi dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Samosir? 

8. Bagaimana kewenangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah 
Propinsi terkait pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan secara khusus 
penerapan UMK, pasca implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang 
pengawasan ketenagakerjaan telah dialihkan menjadi kewenangan 
Pemerintah Propinsi? 

9. Bagaimana pemberdayaan sarana-sarana hubungan industrial di Kabupaten 
Samosir dalam perumusan kebijakan tentang system pengupahan minimum? 

I 0. Apakah sudah terbentuk Dewan Pengupahan Daerah di Kabupaten Samosir? 
Jika sudah terbentuk, bagaimana susunan kepengurusannya dan apa saja 
tugas dan peranannya terutama dalam ha! prosedur penetapan Upah 
Minimum Kabupaten? Apakah ada anggaran untuk pemberdayaan Dewan 
Pengupahan Daerah? 

11. Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tentang penerapan implementasi 
kebijakan pemerintah tentang pengupahan khususnya pemenuhan UMK? 
Dan jika kebijakan pemerintah tentang system pengupahan harus 
dipaksakan untuk diterapkan, apa dan bagaimana dampak yang ditimbulkan 
terhadap pengusaha, pekerja dan pemerintah? 
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----:!II II! 

~ 
UNIVERSITAS TERBUKA 

lnforman 

Pengantar 

PEDOMAN WA WANCARA 

PENGA WASAN KETENAGAKERJAAN 
OLER UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGA WASAN 

KETENAGAKERJAAN PROVINS! SUMATERA UTARA 
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH 

TENTANG SISTEM PENGUPAHAN MINIMUM 
DI KABUPATEN SAMOSIR 

Ketua Persatuan Hotel dan Restaurant (PHRI) 
Kabupaten Samosir 
Dihadapan Bapak/Ibu/Saudara, terdapat beberapa 
pertanyaan yang berkaitan dengan Pengawasan 
Ketenagakerjaan oleh Unit Pelaksana Teknis (UP1) 
Pengawasan Ketenagakerjaan provinsi Sumatera Utara 
Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang 
System Pengupahan Minimum di Kabupaten Samosir. 
Penelitian mt diselenggarakan dalam rangka 
penyusunan Thesis pada Program Magister 
Administrasi Public di Universitas Terbuka UPBJJ 
Medan. Samosir. 

Inisial Responden 
Pekerjaan/Jabatan 
Pendidikan Terakhir 

Annete Hortzman 
KETUA PHRJ Kabupaten Samosir 
SI 

1. Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan system pengupahan di 
Kabupaten Samosir yang telah menetapkan bahwa UMK Samosir Tahun 
2017 adalah sebesar Rp. 2.078.400,-? Apakah terlalu tinggi? 

2. Mampukah pengusaha memberikan upah pekerja sesuai UMK yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah? Jika belum mampu, hal-hal apa saja yang 
menjadi kendala atau faktor penghambat bagi para pengusaha khususnya 
kalangan PHRI untuk memberi upah sesuai UMK? 

3. Apa dan bagairnana system/dasar pemberian upah/pengupahan bagi pekerja 
di perusahaan saudara k.hususnya di kalangan PHRI Kabupaten Samosir? 

4. Apakah menurut saudara upah yang diberikan kepada pekerja sudah 
sesuai/sebanding dengan produktifitaslkinerja para pekerja untuk 
meningkatkan produksi? 

5. Apa harapan PHRI terkait kebijakan pemerintah tentang system pengupahan 
di Kabupaten Samosir? 

6. Terkait dengan kebijakan pemerintah tentang penetapan upah minimum 
berdasarkan sidang rapat pleno Dewan Pengupahan Daerah yang tiap tahun 
dilakukan, seperti apa menurut lbu? 
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7. Apa dampak/manfaatnya bagi perusahaan akibat dampak yang dihasilkan 
oleh kebijakan pemerintah tentang penetapan UMK bagi pengusaha 
khususnya PHRI, serta sejauh mana/apa/bagaimana darnpak isi kebijakan 
tersebut bagi pengusaha?apakah terlalu memberatkan bg pengusaha? 

8. Pad.a umumnya kalangan PHRI Kabupaten Samosir ini menurut Ibu kira
kira sudah berapa persen yang mampu menerapkan upah sesuai UMK? 

9. Apakah pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Propinsi 
Sumatera Utara pemah melakukan kunjungan pengawasan terkait 
pemenuhan UMK ke perusahaan saudara apalagi melakukan penindakan? 

10. Bagaimana tanggapan Anda tentang pengaruh pengawasan pemerintah 
khususnya pengawasan ketenagakerjaan terhadap implementasi kebijakan 
pemerintah tentang pemenuhan UMK Samosir? Apakah ada pengaruh 
pengawasan itu terhadap kepatuhan para pengusaha untuk menerapkan 
UMK? 
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----~ 
UNIVERSITAS TERBUKA 

Informan 
Pengantar 

PEDOMAN WAWANCARA 

PENGA WASAN KETENAGAKERJAAN 
OLER UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGA WASAN 

KETENAGAKERJAAN PROVINS! SUMA TERA UT ARA 
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH 

TENTANG SISTEM PENGUPAHAN MINIMUM 
DI KABUPATEN SAMOSIR 

Manajemen PT. AQUAF ARM Kabupaten Samosir 
Dihadapan Bapak/Ibu/Saudara, terdapat beberapa 
pertanyaan yang berkaitan dengan Pengawasan 
Ketenagakerjaan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara 
Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang 
System Pengupahan Minimum di Kabupaten Samosir. 
Penelitian ini diselenggarakan dalam rangka penyusunan 
Thesis pada Program Magister Administrasi Public di 
Universitas Terbuka UPBJJ Medan. Samosir. 

Inisial Responden 
Pekerjaan/Jabatan 
Pendidikan Terakhir 

Royon D Sinaga 
Human Resources Develpoment (HRD 
SI 

1. Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan system pengupahan di 
Kabupaten Samosir yang telah menetapkan bahwa UMK Samosir Tahun 
2017 adalah sebesar Rp. 2.078.400,-? Apakah terlalu tinggi atau terlalu 
memberatkan bagi pengusaha? 

2. Apa dan bagaimana system/dasar pemberian/penetapan upah/pengupahan 
bagi pekerja di perusahaan PT. AQUAF ARM? 

3. Apakah menurut saudara 
sesuai/sebanding dengan 
meningkatkan produksi? 

upah yang diberikan 
produktifitas/kinerja 

kepada pekerja 
para pekerja 

sudah 
untuk 

4. Apa harapan PT. AQUAF ARM terkait kebijakan pemerintah tentang system 
pengupahan di Kabupaten Samosir? 

5. Bagairnana pembinaan/pengawasan ketenagakerjaan yang telah dilakukan 
dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarnosir kepada PT. 
AQUAFARM, rnisalnya melaksanakan kunjungan, atau pembinaan atau 
mensosialisasikan kebijakan pemerintah tentang penetapan UMK? 

6. Bagairnana tanggapan Anda tentang pengarnh pengawasan pemerintah 
khususnya pengawasan ketenagakerjaan dari Propinsi Sumatera Utara 
terhadap irnplementasi kebijakan pemerintah tentang pemenuhan UMK 
Sarnosir? Apakah ada kaitannya kunjungan yang tadi seperti yang Bapak 
katakan tadi dengan kepatnhan pengusaha untuk menerapkan UMK? 
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7. Bagaimana hubungan kemampuan keuangan perusahaan terhadap 
penggajian pekerja dengan pengawasan ketenagakerjaan sehingga UMK 
Samosir bisa diterapkan kepada pekerjanya. Seperti contoh pengusaha kecil 
tidak mampu membayar UMK sesuai kebijakan pemerintah, karena 
kemampuan finasial mereka tidak mampu. Nah, bagaimana dengan 
kemampuan financial PT. AQUAFARM sehingga mampu membayarkan 
upah pekerjanya sesuai UMK bahkan diatas UMK? 

8. Bagaimana 'hubungan antara pengaruh pengawasan ketenagakerjaan dengan 
pemenuhan UMK di PT. AQUAFARM? 
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PEDOMAN WA WAN CARA -- PENGA WASAN KETENAGAKERJAAN --~ OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGA WASAN 
KETENAGAKERJAAN PROVINS! SUMATERA UT ARA 
DALAM IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN PEMERINT AH 

UNIVERSITAS TERBUKA 

lnforrnan 

Pengantar 

lnisial Responden 
Pekerjaan/Jabatan 
Pendidikan T erakhir 

TENT ANG SISTEM PENGUPAHAN MINIMUM 
DI KABUPATEN SAMOSIR 

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPS!) 
Kabupaten Samosir 
Dihadapan Bapak/!bu/Saudara, terdapat beberapa 
pertanyaan yang berkaitan dengan Pengawasan 
Ketenagakerjaan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera 
Utara Dalatn Implementasi Kebijakan Pemerintah 
Tentang System Pengupahan Minimum di Kabupaten 
Sarnosir. Penelitian ini diselenggarakan dalam rangka 
penyusunan Thesis pada Program Magister 
Administrasi Public di Universitas Terbuka UPBJJ 
Medan. Samosir. 
Paul M Silalahi 
KETUA SPS! Kabupaten Samosir 
SMA 

I. Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan pengupahan di Kabupaten 
Samosir berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Sumatera Utara Nornor 
188.44/623/KPTS/2016 tentang Penetapan besaran Upah Minimum 
Kabupaten (UMK) Samosir Tahun 2017 sebesar Rp. 2.078.400,-? Apakah 
upah yg diberikan kepada tenaga kerja sudah sesuai dengan kebijakan 
terse but? 

2. Kecenderungannya apakah tenaga kerja sudah menerima upah sesuai UMK 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah? 

3. Dalam arti masih banyak pekerja yang menerima upah tidak sesuai UMK, 
seperti itu kah, Pak? 

4. Bagaimana keterlibatan pekerja/buruh/serikat pekerja/serikat buruh dalam 
penetapan upah minimum di Kabupaten Samosir? 

5. Apakah upah yang diterima pekerja sudah sesuai dengan kebijakan yang 
telah ditetapkan oleh Pemerintah? Jika belum sesuai, faktor-faktor apa saja 
yag menjadi kendala sehingga upah yang diterima oleh pekerja belum sesuai 
UMK Samosir? 

6. Dalam arti upah yg diberikan oleh pengusaha belum sesuai UMK, ini 
kebanyakan bagi para pengusaha kecil dan menengah, seperti itu kah Pak? 
Dan tidak dengan pengusaha besar seperti tempat Bapak bekerja sekarang 
. '? IIll. 
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7. Apakah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Samosir tidak mensosialisaikan kebijakan pemerintah tentang 
Upah Minimum Kabupaten Samosir kepada para pekerja? 

8. Kalau itu menjadi kendala, seperti apa harapan unsur pekerja kedepannya 
tekait tentang pemenuhan UMK ini, Pak? 

9. Apakah upah yang diterima saat ini mampu memenuhi Kebutuhan Hidup 
Layak pekerja dan seluruh anggota keluarganya? 

l 0. Dalam arti upah yang diterima pekerja saat ini terutama bagi pengusaha 
kecil dan menengah, yg kebanyakan menerima upah dibawah UMK, apa 
sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup layak pekerjanya dan seluruh 
anggota keluarganya dengan upah minimum yang belum sesuai UMK? 

! I. Ok Pak, tadi ada Bapak sebutkan tentang survey kebutuhan hidup !ayak, 
sementara system penetapan UMK saat ini sudah berdasar pada Peraturan 
Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, penentuan UMK 
adalah berdasarkan formulasi yang sudah ditentukan, dan sudah 
diberlakukan sejak tahun 2015. Bagaimana tanggapan Bapak tentang 
pe11etapan UMK berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 jika dibandingkan 
dengan penentuan UMK tahun-tahun sebelumnya yang ditentukan 
berdasarkan survey KHL? 

12. Mana Bapak lebih pilih penetuan UMK berdasrkan survey KHL atau 
berdasarkan PP 78/2015 

13. Apakah menurut Bapak upah yang diberikan 
sesuai/sebanding dengan produktifitas/kinerja 
meningkatkan produksi? 

kepada pekerja 
para pekerja 

sud ah 
untuk 

14. Dalam arti jika dikaitkan dgn tingkat kebutuhan Hidup Layak di Kabupaten 
Samosir yang bisa dikategorikan cukup tinggi, padahal umumnya upah yg 
diterima oleh pekerja pad mumnya masih relative kecil, menurut Bapak 
apakah upah itu sudah sesuai dengan tingk:at pencapain Kebutuhan Hidp 
layak para pekerja? 

15. Bagaimana pemberdayaan sarana-sarana Hubungan Industrial dilaksanakan 
di Kabupaten Samosir? Apakah ada Perjanjian Kerja antara pengusaha dan 
pekerja saat memulai hubungan kerja yang memuat antara hak dan 
kewajiban pekerja dan pengusaha khususnya mengenai kesepakatan upah? 

16. Apa harapan Bapak kepada pemerintah terkait Lembaga Kerja Sama 
Bipartit? 

17. Seperti apa harapan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) kedepan 
terkait sistem pengupahan minimum di Kabupaten Samosir? 
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18. Apakah pemah terjadi Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) terkait 
ketidaksesuaian pengupahan di Kabupaten Sarnosir? 

19. Apakah perselisihan hubungan industrial tersebut disampaikan kepada 
Dinas Tenaga Kerja Daerah? 

20. Baik Pak, tadi Bapak sudah menyinggung terkait tentang pengawasan 
ketenagakerjaan terlait tentang penindakan terhadap pengusaha yang tidak 
patuh terhadap penerapan UMK, bagaimana tanggapan Bapak tentang 
pengaruh pengawasan pemerintah khususnya pengawasan ketenagakerjaan 
terhadap implementasi kebijakan pemerintah tentang pemenuhan UMK di 
Samosir? 

21. Apakah pegawai pengawasan ketenagakerjaan pemah turun ke Kabupaten 
Samosir? 

22. Apa tanggapan/harapan Bapak terkait tentang pengawasan ketenagakerjaan 
terhadap pemenuhan UMK di Kabupaten Samosir? 
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----
~ 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Ditujukan kepada 
Pengantar 

Inisial Responden 
Pekerjaan/ Jabatan 
Pendidikan Terakhir 

PEDOMAN WAWANCARA 

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 
OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGA W ASAN 

KETENAGAKERJAAN PROVINS! SUMATERA UTARA 
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH 

TENTANG SISTEM PENGUPAHAN MINIMUM 
DI KABUPATEN SAMOSIR 

Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Prop. Sumut 
Dihadapan Bapak/Jbu/Saudara, terdapat beberapa pertanyaan 
yang berkaitan dengan Pengawasan Ketenagakerjaan oleh Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi 
Sumatera Utara Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah 
Tentang System Pengupahan Minimum di Kabupaten Samosir. 
Penelitian ini diselenggarakan dalam rangka penyusunan Thesis 
pada Program Magister Administrasi Public di Universitas 
Terbuka UPBJJ Medan. Samosir. 
J. Purba 
PNS 
SI 

I. Bagaimana Standard Operasional Prosedur (SOP)/Mekanisme pengawasan 
ketenagakerjaan khususnya terkait penerapan implementasi kebijakan pemerintah 
tentang system pengupahan minimum dilakukan agar para pengusaha patuh dan taat 
untuk menerapkan UMK kepada para pekerjanya? 

2. Bagaimana dengan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan di Kabupaten Samosir 
khususnya mengenai imp1ementasi kebijakan pemerintah tentang Keputusan Gubernur 
Sumatera Utara tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Samosir Tahon 
2017 sebesar Rp. 2.078.400,-? 

3. Apakab sudah pernah melakukan penindakau/pemberian sanksi terhadap para 
pengusaha yang tidak menerapkan UMK? Bagaimana pengawas ketenagakerjaan 
memberikan sanksi atau melakukan penindakan, sehingga mampu menekan jumlah 
pelanggaran terhadap pemenuhan UMK? 

4. Bagaimana frekuensi kunjungan pengawas ketenagakerjaan ke perusahaan di Kabupaten 
Samosir? Apakab ada upaya perbaikan dari pengusaha untuk menerapkan UMK bagi 
para pekerjanya pasca kunjungan pengawas ketenagakerjaan? Dan apa kendala bagi 
para pengusaha dalarn menerapkan pemenuhan UMK bagi para pekerjanya? 

5. Apa saja faetor-faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi oleh pegawai 
pengawas ketenagakerjaan dalam ha! pelaksanaan pengawasan upah minimum di 
Kabupaten Samosir clan bagaimana cara mengatasinya? 

6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang pengaruh pengawasan ketenagakerjaan 
terbadap kepatuhan para pengusaha untuk menerapkan UMK di Kabupaten Samosir? 

7. Berdasarkan WLKP, berapa jumlah Badan Usahaffenaga Kerja di Kabupaten Sarnosir? 
Dan bagairnana persentase yang telah menerapkan UMK? 
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Lampiran 2 : FOTO/DOKUMENTASI 

Gambar 1. 

Wawancara deogao Pegawai Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan 
Propinsi Sumatera Utara 

Gambar2. 
Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir 
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Gambar3. 

Wawancan dengan Pihak Managemen Pengusaha 
PT. AQUAFARM NUSANT ARA 

Gambar4. 
Wawancara dengan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 

Kabapaten Samosir 
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• 

GambarS. 

Wawancara dengan Annete Hortzman selaku Ketua Persatuan Hotel 
dan Restaurant Indonesia (PHRI) Kabupaten Samosir 
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